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Skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah 
Kota Surabaya Tahun 2015-2019” ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang 
bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana tingkat efisiensi dan tingkat 
efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 
dan bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya 
tahun anggaran 2015-2019. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Data yang digunakan ialah data sekunder yang berasal dari situs web 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Peneliti 
mengumpulkan data dengan cara dokumentasi yang berasal dari tulisan, transkrip, 
buku, jurnal, dan data yang berasal dari situs web lembaga pemerintah serta data- 
data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis 
data menggunakan rasio keuangan, berupa rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio 
kemandirian keuangan daerah. 
Hasil penelitian ini ialah jika dilihat dari tingkat efisiensi menunjukkan bahwa 
keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun anggaran 2015-2019 keuangan 
daerah Kota Surabaya apabila dilihat dari tingkat efisiensi tergolong kurang efisien 
dan tidak efisien, karena rasio efisiensi berada antara 90%-100% dan lebih dari 
100%. Ditinjau dari tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Kota Surabaya masuk 
pada kategori sangat efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan Kota Surabaya, 
karena rata-rata berada pada nilai maksimum rasio efektifitas yaitu diatas 100%. 
Sedangkan bila ditinjau dari tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan 
bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Pemerintah 
Pusat berada pada kategori delegatif, yakni tidak ada campur tangan atau bantuan 
Pemerintah Pusat, hal ini dikarenakan nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah 
Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 sebesar 166,23%. 
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A. Latar Belakang 
 
Indonesia memberlakukan kebijakan Otonomi Daerah sejak 
dibentuknya Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pemerintah 
Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Definisi 
otonomi daerah ialah sebuah wewenang yang diberikan kepada pemerintah 
daerah dari pemerintah pusat untuk mengatur keuangan tiap-tiap daerah. 
Tujuan diberlakukannya otonomi daerah ialah agar dapat memperbaiki 
kualitas pelayanan publik, mengolah dan mengembangkan potensi 
daerahnya, sehingga dapat memberikan kemajuan pada perekonomian 
Indonesia.1 Penerapan otonomi daerah dilaksanakan pada tahun 2000 dan 
bertahap. Munculnya era pemerintah baru pada tahun 2004, Pemerintah Pusat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat mufakat untuk memperbarui sekaligus 
mengesahkan No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta Undang- 
Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah.2 
APBD merupakan tonggak dari sebuah perencanaan pembangunan 
suatu daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. APBD ialah Anggaran 
 
1 D. Kartika, IC. Kusuma, “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pad, Dan Rasio 
Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) 
Kabupaten Sukabumi”, Jurnal Akunida, 2 (Desember, 2015), 24. 
2 Sani Safitri, “Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia”, Jurnal Criksetra, 9 









































Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah sebagai 
catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam melaksanakan otonomi 
daerah. Dari sebuah perencanaan tersebut Pemerintah Daerah dapat 
melakukan perbaikan pada pengelolaan keuangan daerah, termasuk 
rancangan APBD.3 Pengelolaan APBD harus memilki standar yang 
digunakan sebagai acuan bahwa sebuah daerah dapat dikatakan mandiri, 
efektif dan efisien. Maka dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja keuangan 
daerah agar digunakan sebagai parameter ketika menetapkan suatu kebijakan 
pada tahun anggaran berikutnya.4 
Masyarakat biasanya hanya berfokus pada kinerja Pemerintah Pusat, 
dan sering mengabaikan kinerja pemerintah daerahnya. Padahal kinerja 
pemerintah daerah sangat penting untuk diketahui karena berhubungan 
langsung dengan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dalam menuju 
kehidupan yang sejahtera. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban 
dalam mengelola sendiri program kegiatan pemerintah dan urusan 
masyarakatnya. Maka itu Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab atas 
kinerjanya. 
Pemerintah Daerah pada umumnya berpacu untuk menghasilkan 
kinerja yang baik. Pemerintah Pusat khususnya kementerian dalam negeri 
selalu memberi reward dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang 
berhasil dalam kinerjanya mendukung otonomi daerah, dan juga memberikan 
 
3 Sri Kurnia, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada 
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang”, (Skripsi--Universitas 
Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 2016), 1. 
4 Ibid. 
 




































punishment kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dapat atau belum 
maksimal melaksanakan otonomi daerah.5 Sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Junaidi, Muhammad dan Ronal yang menganalisis tentang 
pengaruh Reward and Punishment pada kinerja SDM Program Keluarga 
Harapan, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa adanya pemberlakuan 
reward dan punishment berpengaruh positif pada kinerja sumber daya manusia 
program keluarga harapan.6 Hal ini berarti, adanya program pemberian reward 
dan punishment oleh Kemendagri menjadikan Pemerintah Daerah termotivasi 
untuk menerapkan otonomi daerah secara optimal.  
Keberhasilan otonomi daerah pada aspek keuangan dapat dilihat dari 
seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam menanggung kebutuhan 
daerahnya. Mampu dalam artian tidak tergantung terlalu banyak pada dana 
transfer, baik dana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi. Semakin 
kecil ketergantungan terhadap bantuan dana maka suatu daerah dapat 
dikatakan mandiri. Maka satu-satunya harapan pemerintah daerah ialah dengan
 menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan agar 
keberhasilan keuangan daerah pada suatu daerah dapat tercapai dengan baik. 
 Kinerja didefinisikan oleh Mardiasmo sebagai sebuah komparasi antara 
keberhasilan yang didapat dengan perencanaan yang dibentuk. Hal itu 
 
5 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 (Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
daerah). 
6 Junaidi Mustapa Harahap, et al, “Pengaruh Reward and Punishment (Penghargaan dan Hukuman), 
Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu”, Kapital: Jurnal Ilmu Manajemen, 1, (Maret, 
2020), 6. 
 




































merupakan hal yang akurat untuk dijadikan indikator kinerja yang bisa 
digunakan sebagai latar belakang agar dapat menentukan keuangan daerah 
pada suatu daerah dapat dikatakan baik atau buruk.7 Kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah dapat diukur melalui dua metode, yaitu pada aspek 
keuangan dan aspek non keuangan. Perhitungan kinerja melalui aspek 
keuangan bisa dilakukan dengan cara melihat riwayat keuangan daerah. 
Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui tiga aspek yaitu efisiensi, 
efektivitas dan kemandirian keuangan daerah. Menurut Mardiasmo kinerja 
keuangan daerah yang dilihat dari segi ekonomis yaitu kebijakan pemerintah 
dalam mengadakan dan mendistribusikan sumber daya. Segi efisiensi ialah 
kemampuan pemerintah dalam meminimalkan belanja dan memaksimalkan 
pendapatan, dan yang terakhir efektivitas ialah keberhasilan pemerintah 
dalam menggunakan sumber daya dalam arti berhasil mencapai tujuan.8 
Kota Surabaya termasuk wilayah terpadat di Provinsi Jawa Timur, kota 
yang mempunyai julukan Kota Pahlawan ini mempunyai karakteristik yang 
khas yaitu kulinernya yang beragam dan pusat perbelanjaan terbesar di Jawa 
Timur. Pusat perekonomian Jawa Timur juga bertempat di Kota Surabaya. 
Sehingga kota ini padat dengan bangunan-bangunan pusat industri, mall dan 
pusat perbelanjaan modern. Tidak heran bila pengunjung yang datang untuk 
bekerja atau sekedar mencari hiburan bukan hanya dari Kota Surabaya, 




7 Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik”, (Yogyakarta: ANDI, 2005), 215. 
8 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik”, (Yogyakarta: ANDI, 2009), 4. 
 




































Surabaya yang tentunya mempengaruhi pemasukan daerah yang diperoleh 
Kota Surabaya. 
Peneliti tertarik untuk menggunakan Kota Surabaya sebagai objek 
penelitian dikarenakan Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang 
dijadikan pusat bisnis dan pendidikan di Jawa Timur. Tentunya pendapatan 
asli daerah Kota Surabaya yang berasal dari pajak dan retribusi sangat tinggi, 
akan tetapi di sisi lain terdapat pula biaya belanja daerah Kota Surabaya yang 
terus meningkat terutama pada belanja langsung, dikarenakan Kota Surabaya 
membutuhkan pembangunan fasilitas publik yang lengkap dan memadai. 
Sehingga penelitian terhadap Pemerintah Kota Surabaya perlu dilakukan agar 
dapat mengetahui kinerja keuangan daerahnya yang dilihat dari sektor 
keuangan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Alful Laila dan Nur Handayani yang 
menganalisis efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Kota Surabaya 
khususnya pada Dinas Sosial, hasil penelitian menjelaskan bahwa dari segi 
efektivitas anggaran belanja masuk pada kategori efektif, sedangkan dari segi 
efisiensi belanja rata-rata masuk pada kategori kurang efisien, penyebabnya 
ialah banyaknya penggunaan anggaran belanja langsung dibandingkan 








9 Alful Laila Rosyidah Noor Shofwah dan Nur Handayani, “Analisis Realisasi Anggaran Untuk 
Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 
7, (Juli, 2019), 1. 
 




































Tabel 1. 1 
Realisasi APBD, Realisasi Total Belanja, Realisasi Total Pendapatan 











1 2015 Rp 14.395.649.325.969 Rp 6.490.359.759.532 Rp 6.619.031.160.937 
2 2016 Rp 15.372.358.815.563 Rp 7.151.661.549.430 Rp 6.825.754.275.892 
3 2017 Rp 17.014.126.443.919 Rp 7.912.409.152.257 Rp 8.033.573.163.670 
4 2018 Rp 17.554.143.811.648 Rp 8.176.929.496.299 Rp 8.175.219.120.669 
5 2019 Rp 19.128.126.933.303 Rp 9.162.655.939.832 Rp 8.765.153.020.783 
Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya, diolah 2021. 
 
Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa APBD Kota 
Surabaya pada tahun 2015 sebesar Rp 14.395.649.325.969 dengan Realisasi 
Total Pendapatan Rp 6.619.031.160.937 angka tersebut lebih tinggi dari 
Realisasi Total Belanja sebesar Rp 6.490.359.759.532. Pada tahun 2016 
jumlah APBD sebesar Rp 15.372.358.815.563 dengan Realisasi Total 
Pendapatan sebesar Rp 6.825.754.275.892 sedangkan Realisasi Total 
Belanjanya sebesar Rp 7.151.661.549.430, sehingga diketahui pada tahun 
2016 Realisasi Total Belanja lebih tinggi daripada Realisasi Total 
Pendapatan, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada anggaran 
belanja hibah dan pengadaan tanah yang berguna untuk pelayanan 
masyarakat.10 Pada tahun 2017 jumlah APBD sebesar Rp 17.014.126.443.919 
 
 
10 Siregar, Boyke P. “APBD Surabaya 2016 Defisit Rp 1,3 Triliun” dalam: 
https://www.wartaekonomi.co.id/read114651/apbd-surabaya-2016-defisit-rp-13-triliun.html. 
Diakses pada 23 April 2021. 
 




































dengan Realisasi Total Pendapatannya sebesar Rp 8.033.573.163.670, angka 
tersebut lebih besar dari Realisasi Total Belanja dengan angka Rp 
7.912.409.152.257. Pada tahun 2018 jumlah APBD sebesar Rp 
17.554.143.811.648 dengan Realisasi Total Pendapatan sebesar Rp 
8.175.219.120.669 dan Realisasi Total Belanja sebesar Rp 
8.176.929.496.299. Diketahui pada tahun 2018 Realisasi Total Belanja lebih 
besar daripada Realisasi Total Pendapatan, hal ini dikarenakan pada tahun 
2018 Pemerintah Kota Surabaya menambah anggaran untuk pembiayaan gaji 
pegawai kontrak dan pengadaan makam di Kecamatan Keputih untuk 
mengutamakan program infrastruktur.11 Pada tahun 2019 jumlah APBD 
sebesar Rp 19.128.126.933.303 dengan Realisasi Total Pendapatan sebesar 
Rp 8.765.153.020.783 dan Realisasi Total Belanja sebesar Rp 
9.162.655.939.832. Pada tahun 2019 Realisasi Total Belanja lebih besar 
daripada Realisasi Total Pendapatan, hal ini disebabkan karena Pemerintah 
Surabaya pada tahun 2019 lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur 
pada bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu Pemerintah juga berfokus 
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, UMKM dan perusahaan yang baru 
merintis, sehingga anggaran pada belanja cenderung meningkat.12 
Sebagaimana yang telah dikemukakan peneliti diatas, akibat dari 
adanya otonomi daerah ialah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat 
 
11 Rozack, Abdul. “APBD 2018 Surabaya Naik, Difokuskan untuk Infrastruktur” dalam: 
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2017/12/01/30666/apbd-2018-surabaya-naik-difokuskan- 
untuk-infrastruktur. Diakses pada 23 April 2021 
12 Purnomo, Slamet Hadi. “APBD Kota Surabaya 2019 Capai Rp9,4 Triliun” dalam: 
https://jatim.antaranews.com/berita/267238/apbd-kota-surabaya-2019-capai-rp94-triliun. Diakses 
pada 23 April 2021. 
 




































mengatur keuangan daerah otonomnya dan berusaha semaksimal mungkin 
untuk membiayai kebutuhan daerahnya, serta memberikan pelayanan yang 
baik kepada masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah harus berupaya 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengatur Belanja Daerah agar 
sesuai dengan anggaran dan tidak sampai defisit pada APBD. Adapun upaya 
untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah dalam mengatur belanja 
daerahnya ialah dengan cara melihat tingkat ekonomis anggaran belanja. 
Tingkat ekonomis digunakan untuk melihat sejauh mana Pemerintah Daerah 
dalam melakukan penghematan dan menjauhi pengeluaran yang berlebihan 
dan tidak produktif.13 Menurut Kemendagri apabila tingkat ekonomis berada 
di bawah 60% masuk pada kategori sangat ekonomis, 80-90% masuk kategori 
cukup ekonomis, 90-100% termasuk kategori kurang ekonomis dan jika 
berada di atas 100% maka termasuk pada kategori tidak ekonomis.14 Untuk 
mengetahui tingkat ekonomis Pemerintah Kota Surabaya dalam 
menggunakan belanja daerahnya pada tahun anggaran 2015-2019 dapat 
















13 Sri Kurnia, “Analisis Kinerja Keuangan…, 14. 
14 Kepmendagri No. 600.900-327, 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. 
 







































Tabel 1. 2 
Pengukuran Tingkat Ekonomis Pemerintah 





2015 7.928.337.395.393,00 6.490.359.759.532,00 81,86 
2016 8.115.231.350.395,00 7.151.661.549.430,48 88,13 
2017 8.963.930.686.060,00 7.912.409.152.257,09 88,27 
2018 9.268.450.333.673,00 8.176.929.496.298,63 88,22 
2019 9.933.509.442.785,00 9.162.655.939.831,57 92,24 
Sumber: Data Diolah, 2021. 
 
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015-2018 
tingkat ekonomis Kota Surabaya berada di rata-rata 86% sehingga masuk 
pada kategori cukup ekonomis dan pada tahun 2019 tingkat ekonomis Kota 
Surabaya berada pada 92,24% sehingga masuk pada kategori kurang 
ekonomis. Hal ini berarti Pemerintah Kota Surabaya masih kurang dalam 
melakukan penghematan pada anggaran belanja. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kurnia mengenai analisis kinerja 
keuangan dengan menggunakan metode value for money pada Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang menunjukkan hasil 
penelitian bahwa kinerja keuangan Kota Palembang pada tingkat ekonomis 
masuk kategori ekonomis dan cukup ekonomis, dikarenakan tingkat rasio 
ekonomis berada diantara 80%-90%. Pada tingkat efisiensi masuk pada 
ketegori kurang efisien dan tidak efisien, dikarenakan rasio efisiensi antara 
90%-100%. Dan pada tingkat efektivitas masuk pada kategori sangat efektif 
 




































dikarenakan rasio efektivitas lebih dari 100% dan pada tahun anggaran 2013- 
2015 dikategorikan efektif karena rasio efektivitas diatas 90%.15 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Kurnia, dalam 
pengukuran kinerja keuangan daerah yang baik tidak hanya berfokus pada 
tingkat ekonomis saja, yang dilihat dari segi hemat dan cermat dalam 
pengadaan alokasi sumber daya, melainkan kinerja keuangan daerah juga 
harus dilihat dari segi berdaya guna dalam penggunaan sumber daya yaitu 
dengan pengukuran tingkat efisiensi, kemudian dari segi berhasil guna dalam 
mencapai tujuan dan sasaran yaitu dengan pengukuran tingkat efektivitas, 
serta dari segi ketergantungan terhadap bantuan dana transfer yaitu dengan 
pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah. 
Ditinjau dari tingkat ekonomis, Pemerintah Kota Surabaya masih 
kurang maksimal dalam penghematan anggaran belanja daerah, maka perlu 
dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kinerja keuangan 
daerah dari tingkat efisiensi, tingkat efektivitas dan tingkat kemandirian 
keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya supaya dapat dijadikan bahan 
evaluasi dalam penyusunan serta pengelolaan anggaran terkait keuangan 
daerah Pemerintah Kota Surabaya di tahun-tahun selanjutnya, serta 
Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat melakukan pembangunan secara 
merata ke seluruh Kota Surabaya dan meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat Surabaya, agar pembangunan tidak hanya berpusat di titik 
tertentu, mengingat keberhasilan pada era otonomi daerah ini sangat 
 
15 Sri Kurnia, “Analisis Kinerja Keuangan…, 80-81. 
 




































bergantung pada bagaimana Pemerintah Daerah mengolah daerahnya, baik 
dari internal maupun eksternal. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan 
penulis diatas, Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 




B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas keuangan daerah 
Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019? 
2. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya tahun anggaran 2015-2019? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Setelah memaparkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
ialah: 
1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas keuangan 
daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019. 
2.  Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya tahun anggaran 2015-2019. 
 




































D. Kegunaan Hasil Penelitian 
 
Hasil dari penelitian analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis pada beberapa 
pihak, yang diuraikan sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas 
pengetahuan tentang kinerja keuangan suatu daerah dari tingkat efisiensi, 
tingkat efektivitas dan tingkat kemandirian keuangan daerah, serta 
diharapkan juga sebagai sarana pengembang ilmu pengetahuan dan 
sumber rujukan untuk penelitian berikutnya yang memiliki keterkaitan 
dengan penelitian ini. 
2. Kegunaan Praktis 
 
Setelah memaparkan kegunaan secara teoritis diatas, selanjutnya ialah 
kegunaan secara praktis yang diuraikan sebagai berikut: 
a. Bagi Penulis 
 
Mampu mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi anggaran 
Pemerintah Kota Surabaya, tingkat efektivitas pendapatan Pemerintah 
Kota Surabaya dan juga seberapa besar tingkat kemandirian keuangan 
daerah Pemerintah Kota Surabaya atau seberapa besar ketergantungan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya terhadap dana transfer 
yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 
b. Bagi Pemerintah 
 
Sebagai literatur   dan   bahan   evaluasi   dalam   penyusunan   serta 
 




































pengelolaan anggaran terkait keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya di tahun-tahun selanjutnya. 
c. Bagi Masyarakat 
 
Sebagai bentuk sarana informasi untuk masyarakat mengenai kinerja 
keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya yang dilihat dari tingkat 
efisiensi, efektivitas serta kemandirian keuangan daerah (KKD) 
 





































A. Landasan Teori 
 
1. Otonomi Daerah 
 
a. Definisi Otonomi Daerah 
 
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat dengan system Negara Kesatuan Republik Indonesia.16 Secara 
etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti 
Auto yakni sendiri, sedangkan Nomos yakni aturan. Sehingga otonomi 
dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem daerah untuk mengatur dan 
mengambil kebijakan kepada daerahnya sendiri. 
Sedangkan menurut Suparmoko otonomi daerah ialah otoritas 
daerah dalam mengurus dan menangani kepentingan masyarakat 
daerahnya sesuai kehendaknya yang disesuaikan dengan aspirasi 
masyarakat dan peraturan perundang-undangan.17 Dari beberapa definisi 
otonomi daerah diatas dapat disimpulkan otonomi daerah ialah pemberian 
kuasa dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengoperasikan, 
mengelola, mengembangkan, memantau serta  mengendalikan program 
 
 
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
17 Suparmoko, “Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah”, (Yogyakarta: Andi 









































kegiatan pada daerah otonominya dan berpegang dengan undang-undang 
yang berlaku. 
b. Tujuan Otonomi Daerah 
 
Menurut ilmuan Mardiasmo tujuan otonomi daerah ialah untuk 
memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan potensi 
ekonomi daerah.18 Melaksanakan otonomi daerah harus mempunyai 
sasaran yaitu: 
1. Memperbaiki mutu pelayanan publik baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas. 
2. Mewujudkan kedayagunaan pengelolaan daerah pada sumber daya alam 
dan sumber daya manusia. 
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk ikut 
berpartisipasi pada pengembangan daerah guna meningkatkan 
pembangunan daerah. 
Tujuan memberikan wewenang kepada daerah otonomi menurut 
pendapat Deddy dan Dadang ialah agar masyarakat dapat memperoleh 
keadilan, kemakmuran, kebebasan berkreasi serta mengasah potensi 
daerah.19 Sehingga dapat disimpulkan otonomi daerah bertujuan untuk 
menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan cara 





18 Mardiasmo, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”, (Yogyakarta : Andi, 2002), 46. 
19 Deddy Supriady Bratakusmah dan Dadang Solihin, “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah”, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2004), 32. 
 




































tempat kepada masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan serta dapat 
meningkatkan kreativitas dan keberanian masyarakat. 
 
 
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
 
a. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
 
Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah 
salah satu wewenang Pemerintah Daerah yang bertujuan guna mencapai 
perencanaan pembangunan melalui anggaran penerimaan dan anggaran 
belanja yang dibuat dalam bentuk akuntansi dan dapat dipertanggung 
jawabkan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Asli 
Daerah (APBD) menurut Rudy Badrudin adalah sebuah perencanaan 
keuangan yang didalamnya berupa anggaran pendapatan daerah dan 
anggaran belanja daerah dengan tujuan dapat menggapai tujuan 
pembangunan yang telah direncanakan, sesuai dengan peraturan daerah 
APBD dinyatakan dalam bentuk satuan uang dilanjutkan dengan 
persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.20 
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 
ayat 14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah.21 Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah disebutkan maka 




20 Rudi Badrudin,” Ekonomika Otonomi Daerah”, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2017), 98. 
21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 
 




































merupakan perencanaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
dalam masa satu tahun dengan mengatur alokasi dana penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah daerahnya dalam membiayai seluruh kegiatan 
pemerintah. 
b. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri fungsi APBD terbagi 
menjadi beberapa macam, yaitu:22 
1. Fungsi otorisasi, artinya anggaran daerah dijadikan sebagai tolak ukur 
yang menjadikan dasar dalam mendapatkan pendapatan daerah serta 
menggunakan biaya belanja pada tahun tertentu. 
2. Fungsi perencanaan, artinya anggaran daerah dijadikan sebagai tolak 
ukur untuk pengelolaan pada perencanaan program kegiatan 
pemerintah pada tahun tertentu. 
3. Fungsi pengawasan, artinya menjadikan anggaran daerah sebagai acuan 
dalam mempertimbangkan suatu kegiatan agar sesuai dengan ketentuan 
yang dibuat sebelumnya. 
4. Fungsi alokasi, artinya menjadikan anggaran daerah sebagai media 
yang dapat memperluas lapangan kerja bagi masyarakat daerah 
sehingga mencegah angka pengangguran yang tinggi, meminimalisir 
penggunaan sumber daya yang dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas perekonomian suatu daerah. 
 
 
22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
 




































5. Fungsi distribusi, artinya konsep keadilan dan pemerataan harus 
diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan anggaran oleh Pemerintah 
Daerah. 
6. Fungsi stabilisasi, artinya anggaran Pemerintah Daerah dijadikan 
sebagai media untuk mengembangkan serta menyeimbangkan 
perekonomian daerah. 
c. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Menurut Halim dan Iqbal, struktur APBD ada tiga, yaitu:23 
1. Pendapatan Daerah 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, definisi Pendapatan Daerah merupakan hak 
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.24 Hak tersebut 
mencakup semua penerimaan pendapatan pada kas umum serta 
pemerintah daerah tidak diwajibkan untuk membayarnya kembali. 
Adapun sumber Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri 
atas:25 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 




23 Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, “Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai 
Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3”, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetekan Sekolah Tinggi 
Ilmu Manajemen YKPN, 2012), 141. 
24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
25 Ibid. 
 




































pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang sumbernya 
berasal dari daerahnya sendiri, serta dipungut sesuai dengan 
peraturan daerah yang berlaku. Macam-macam PAD ialah: 
a. Pajak Daerah 
 
b. Retribusi Daerah 
 
c. Bagian Laba Usaha Daerah 
 
d. Lain-Lainnya Pendapatan Asli Daerah 
 
b. Dana Perimbangan 
 
Definisi dana perimbangan merupakan anggaran pemerintah 
pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi 
segala keperluan dalam kegiatan daerah guna melaksanakan otonomi 
daerah: 
a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, yang terdiri dari pajak bumi 
dan bangunan, pajak penghasilan dan pemberian hak atas tanah 
negara, dll. 
b. Dana Lokasi Umum ialah suatu anggaran yang diberikan secara 
merata kepada seluruh daerah dengan tujuan melaksanakan 
desentralisasi. 
c. Dana Alokasi Khusus merupakan anggaran yang hanya diberikan 
untuk daerah khusus, dalam artian daerah tertentu yang masih 
belum berdaya untuk membiayai kebutuhan daerahnya, dan juga 
untuk membiayai karena adanya kegiatan khusus. 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
 




































Pendapatan lain-lain yang sah bersumber dari sektor selain 
pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang masih milik 
Pemerintah Daerah. Macam-macam pendapatan ini ialah: 
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 
 
b. Jasa Giro 
 
c. Pendapatan Bunga 
 
d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah 
 
e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat 
dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 
2. Belanja Daerah 
 
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah 
adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.26 
Belanja daerah dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kegiatan 
pemerintah daerah yang berwenang di tingkat provinsi atau kabupaten. 
Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, belanja daerah dapat 
dijadikan menjadi 2, yakni:27 
1. Belanja tidak langsung, yakni penganggaran biaya belanja tidak 
langsung berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan. contoh: 
hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga dan belanja pegawai 
untuk gaji dan tunjangan dll. 
 









































2. Belanja langsung, yaitu penganggaran biaya belanja secara langsung 
berhubungan dengan penyelenggaraan suatu kegiatan. contoh: 
belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja modal dan 
belanja pegawai untuk upah dan honorarium dll. 
3. Pembiayaan 
 
Pembiayaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang tidak 
mempengaruhi hak untuk mendapatkan atau kewajiban untuk 
membayar yang bertujuan untuk menutup kekurangan pada pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 
 
 
3. Pengukuran Kinerja Keuangan 
 
a. Definisi Pengukuran Kinerja Keuangan 
 
Kata kinerja secara terminologis bersumber dari kata Job 
Performance yang berarti hasil dari sebuah pekerjaan, atau bisa 
diartikan sebagai prestasi dari sebuah pekerjaan. Kinerja adalah sebuah 
capaian yang diperoleh pegawai baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung 
jawabnya.28 Suwatno juga mengartikan kinerja sebagai capaian 
seseorang terhadap skala tertentu, dalam jangka waktu yang ditentukan 
dan berkaitan langsung dengan perilaku seseorang.29 Menurut 
Supriyanto dan Mahfud, kinerja adalah capaian yang diperoleh 
 
28 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Bandung: Pt. Remaja 
Rosdakarya, 2009), 67. 
29 Suwatno dan Juni Priansa Donni. “Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis”, 
(Bandung: Alfabeta, 2011), 196. 
 




































seseorang dengan keahlian dan kegiatan yang dia lakukan pada kondisi 
tertentu.30 
Kinerja secara etimologis ialah kata bahasa Indonesia bersumber 
dari kata dasar “kerja” dan bila diartikan menggunakan bahasa inggris 
mempunyai arti capaian atau prestasi. Dalam sebuah lembaga kata 
kinerja diartikan sebagai respon dari sebuah kegiatan yang telah 
dilakukan suatu lembaga sehingga dapat dilihat dari respon tersebut 
sebuah lembaga sudah berhasil atau tidak. Beberapa pengertian di atas 
dapat diketahui bahwa arti kinerja sebenarnya ialah sebuah prestasi 
hasil kerja pada sebuah kegiatan program yang sebelumnya telah 
sengaja direncanakan dengan tujuan tertentu serta target yang sudah 
ditetapkan oleh sebuah lembaga.31 
Sedangkan pengukuran kinerja merupakan sebuah cara untuk 
menghitung hasil capaian sebuah organisasi, pada konteks lembaga 
pemerintah atau biasa disebut sektor publik, keberhasilan suatu 
lembaga akan memberikan anggapan yang baik apresiasi dari 
masyarakat kepada lembaga tersebut. Sedangkan kinerja keuangan 
sendiri adalah sebuah pengamalan yang dipaparkan baik berhasil atau 
tidak pada kinerja operasional.32 Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengukuran kinerja keuangan ialah sebuah gambaran prestasi yang 
 
 
30 Ahmad Sani Supriyanto dan Machfudz Masyhuri, “Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya 
Manusia”, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), 132. 
31 Zarman Zikri, et al. “Analisis Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kampar”, Jom Fekon, 2 (Oktober, 2014), 2. 
32 Mulyadi, “Akuntansi Biaya”, (Yogyakarta: STIE YPKPN, 2009), 248. 
 




































mampu atau belum dicapai pada kinerja operasional sehingga mampu 
menjadi patokan sebuah lembaga sudah mencapai tujuannya atau 
belum. 
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 
 
Adanya pengukuran kinerja keuangan agar memotivasi seseorang 
agar mampu mencapai kriteria yang telah ditentukan, agar dapat 
memperoleh reaksi dan hasil yang telah direncanakan sebelumnya.33 
Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan ialah:34 
1. Dapat memahami tingkat keberhasilan atas tujuan sebuah organisasi. 
 
2. Menjadi tempat pelatihan bagi pegawai. 
 
3. Dapat menjadi acuan sehingga periode selanjutnya dapat diperbaiki. 
 
4. Dapat menjadi alat untuk menimbang dalam pemberian hadiah atau 
biasa disebut reward dan hukuman atau biasa disebut punishment. 
5. Media untuk memotivasi pegawai. 
 
6. Dan dapat dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. 
 
c. Manfaat Pengukuran Kinerja 
 
Kegunaan pengukuran kinerja bagi sebuah lembaga menurut 
Mardiasmo ialah:35 
1. Dapat memberi pemahaman terhadap ukuran yang dipakai dalam 





33 Mulyadi, “Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5”, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2010), 35. 
34 Mahmudi, “Manajemen Kinerja Sektor Publik”, (Jakarta: STIE YKPN, 2010), 14. 
35 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik…, 2009, 122. 
 




































2. Dapat menjadi sebuah arahan untuk mewujudkan sasaran kinerja 
yang sudah ditentukan sebelumnya. 
3. Supaya dapat mengawasi dan sekaligus menjadi alat untuk 
mengevaluasi serta membandingkan dengan target sehingga dapat 
dikoreksi secara sistematik. 
4. Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian hadiah atau biasa 
disebut reward dan hukuman atau biasa disebut punishment. 
5.  Untuk memperbaiki kinerja sebuah lembaga, pengukuran kinerja 
dapat menjalin komunikasi yang baik antar pegawai. 
6. Dapat menjadi tolak ukur kepuasan seseorang. 
 
7. Dapat membantu masyarakat dalam mengetahui kegiatan yang 
dilakukan sebuah lembaga. 
8. Dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pengambilan 
keputusan sebuah lembaga selalu berdasarkan keadaan yang 
sebenarnya. 
d. Macam-macam Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah 
 
Mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan beberapa 
analisa rasio keuangan, yaitu: 
1. Rasio Efisiensi 
 
Efisiensi menurut Bastian ialah sebuah keterkaitan antara input 
dengan output, anggaran yang digunakan untuk membeli barang dan 
jasa dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan.36 
 
36 Indra Bastian, “Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar”, (Jakarta: Erlangga, 2006), 77. 
 




































Menurut Mardiasmo efisiensi adalah standar atau sasaran kinerja 
yang telah ditentukan yang berhubungan dengan perbandingan input 
dan output.37 Sedangkan Deddi dan Ayuningtyas mendefinisikan 
efisiensi sebagai sebuah kegiatan yang menggunakan sumber daya 
untuk menciptakan barang dan jasa.38 Sebuah lembaga dapat 
dikatakan efisien bila dapat menggunakan input yang rendah dengan 
hasil output yang tinggi. Dari definisi di atas mampu diambil 
kesimpulan pengertian efisiensi ialah sebuah kegiatan yang 
menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya 
tertentu yang dalam pelaksanaannya sesuai dan tepat, artinya tidak 
menyia-nyiakan waktu, tenaga dan materi. 
Pengukuran tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung 
dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi 









37 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik…, 2009, 4. 
38 Deddi Nordiawan dan Hertianti Ayuningtyas, “Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua”, (Jakarta: 
Salemba Empat, 2010), 161. 
39 Abdul Halim, “Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah”, (Jakarta: Salemba 
Empat, 2001), 127. 







































Kriteria tingkat efisiensi seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut: 
 
 
Tabel 2. 1 





100- ke atas Tidak Efisien 
90-100 Kurang Efisien 
80-90 Cukup Efisien 
60-80 Efisien 
Dibawah 60 Sangat Efisien 
Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 
 
2. Rasio Efektivitas 
 
Efektivitas menurut Bastian ialah keterkaitan antara output 
atau pendapatan dengan tujuan suatu lembaga, pengukuran 
efektivitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu lembaga sudah 
mencapai tujuannya secara maksimal dengan cara melihat tingkat 
output, kebijakan dan struktur organisasinya. Apabila suatu lembaga 
sudah berhasil mencapai tujuannya maka bisa dikatakan suatu 
lembaga tersebut telah efektif.40 Menurut Mahmudi definisi dari 
efektivitas ialah membandingkan rencana yang diharapkan dengan 
hasil yang dicapai, efisiensi hanya fokus pada output atau proses 
sedangkan untuk efektivitas fokus pada outcome atau hasil.41 
Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa 
efektivitas ialah mengetahui keberhasilan suatu organisasi dalam 
 
40 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik…, 280. 
41 Mahmudi, “Akuntansi Sektor Publik”, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 21. 
 





































mencapai tujuannya, tujuan efektivitas ialah untuk mengetahui 
apakah suatu lembaga sudah mencapai targetnya atau belum.42 
Pengukuran tingkat efektivitas keuangan daerah dapat dihitung 
dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan rencana 




Kriteria tingkat efektivitas ialah: 
 
Tabel 2. 2 
 





100- ke atas Sangat Efektif 
90-100 Efektif 
80-90 Cukup Efektif 
60-80 Kurang Efektif 
Dibawah 60 Tidak Efektif 







42 Deni Solihin, “ Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money Pada Politeknik Tedc 
Bandung”, EDC, 2, (Mei, 2019), Vol. 13, 104. 
43 Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik…, 127. 









































3. Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) 
 
Definisi kemandirian keuangan daerah adalah sebuah cara 
untuk mencerminkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah 
pada bantuan dana transfer. Pemerintah Daerah yang mampu dalam 
pembiayaan kebutuhan daerahnya sendiri maka dapat dikatakan 
daerah tersebut telah mandiri. Kebutuhan daerah yaitu berupa 
belanja pembangunan, belanja operasional atau rutin dan pelayanan 
publik. Kebutuhan daerah tersebut murni memanfaatkan PAD. 
Menurut Halim, pengukuran kemandirian keuangan daerah bisa 
dilakukan dengan membandingkan total pendapatan asli daerah 







Apabila rasio tersebut menghasilkan persentase yang tinggi 
maka tingkat ketergantungan sebuah daerah pada dana bantuan 
semakin rendah, begitu sebaliknya. Kriteria tersebut berdasarkan 





44 Abdul Halim, “Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga Akuntansi Sektor Publik”, (Jakarta: 
Salemba Empat, 2002), 232. 









































Tabel 2. 3 
Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah 
 
Kemandirian (%) Kemampuan Daerah 
0%-25% Instruktif 
(Pemerintah Pusat mendominasi segala hal 
pembiayaan daerah) 
25%-50% Konsultatif 
(Pemerintah Pusat sedikit berkurang ikut 
campur keuangan daerah) 
50%-75% Partisipatif 
(Kedudukan Pemerintah Pusat sudah 
sangat berkurang dalam membantu 
pembiayaan daerah) 
75%-100% Delegatif 
(Pemerintah Daerah mendominasi 
keuangan daerah, tanpa campur tangan 
Pemerintah Pusat) 




B. Penelitian Terdahulu 
 
Peneliti menemukan serta mencantumkan beberapa penelitian 
terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan judul dan 
tema pembahasan pada penelitian ini yang berjudul “Analisis Kinerja 
Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019”, supaya 
dapat dimanfaatkan untuk sumber referensi dalam penelitian ini, yaitu sebagai 
berikut: 
 


































































































pada dana bantuan 
dari pemerintah 






baik, hal tersebut 
disebabkan oleh 
jumlah balanja 






 Dian KINERJA mengetahui    
 Putriyassari PEMERINTAH kinerja    
  DAERAH Pemerintah Kota    
  KOTA 
Surabaya 
   
  SURABAYA berdasarkan    
  BERDASARK aspek keuangan    
  AN ASPEK dan non    
  KEUANGAN keuangan    
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KEUANGAN 
    
 












































kurang baik. Pada 















































rata 8,99% yang 
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- Rasio efisiensi 
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masih sangat tinggi. 













, M.Si., Ak, 
CA dan 













































- Rasio Aktivitas 
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- Rasio Ekonomis 
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efisien, dan rasio 
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tahun anggaran 











































































































rendah, untuk rasio 
aktifitas tergolong 
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Tabel 2. 5 
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 
 















ANALISIS KINERJA PEMERINTAH 
DAERAH KOTA SURABAYA 
BERDASARKAN ASPEK KEUANGAN 
DAN NON KEUANGAN 




 Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(LRA APBD) Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2015-2019. 
3. Waktu  2015-2019 
 
4. Variabel 
 Kinerja Pemerintah Daerah Kota 




- Rasio Efisiensi 
- Rasio Efektivitas 






ANALISIS KESEHATAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH DALAM 
MENDUKUNG PELAKSANAAN 
1. Obyek 
 Kota Surabaya 
2. Sampel 
 Menggunakan Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (LRA APBD) 
 





































 OTONOMI DAERAH (Studi Kasus pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember) 
  Kota Surabaya Tahun Anggaran 
2015-2019. 
3. Waktu  2015-2019 
4. Variabel 




- Rasio Efisiensi 
- Rasio Efektivitas 

















ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN 
NON KEUANGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN KAMPAR 
1. Obyek 




 Hanya menggunakan Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (LRA 






 Kinerja Pemerintah Daerah Kota 
Surabaya berdasarkan aspek 
keuangan 
5. Metode - Rasio Efisiensi 

























































ANALISIS KINERJA KEUANGAN 
BERDASARKAN VALUE FOR MONEY 
PADA POLITEKNIK TEDC BANDUNG 
(Periode 1 September 2017 s/d 31 Agustus 
2018) 
1. Obyek 




 Hanya menggunakan Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (LRA 
APBD) Kota Surabaya Tahun 
Anggaran 2015-2019. 
3. Waktu  2015-2019 
4. Variabel 
 Kinerja pada Pemerintah Daerah 
Kota Surabaya 
5. Metode - Rasio Efisiensi 
- Rasio Efektivitas 










EVALUASI KINERJA KEUANGAN 
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI 
DKI JAKARTA 
1. Obyek 




 Menggunakan Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (LRA APBD) 

















































- Rasio Efisiensi 
- Rasio Efektivitas 


























 Menggunakan Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (LRA APBD) 
Kota Surabaya Tahun Anggaran 
2015-2019. 
3. Waktu  2015-2019 
4. Variabel 





- Rasio efisiensi 
- Rasio efektivitas 





ANALISIS EFEKTIVITAS DAN 
ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA 
KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA 
MENDUKUNG PELAKSANAAN 
1. Obyek 
 Kota Surabaya 
2. Sampel 
 Menggunakan Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (LRA APBD) 
 





































 OTONOMI DAERAH DI PROPINSI 
NUSA TENGGARA BARAT 










- Rasio Kemandirian 
- Rasio efisiensi 
- Rasio efektivitas 
 
 




































C. Kerangka Konseptual 
 
Hak, wewenang dan kewajiban diserahkan kepada pemerintah daerah 
agar dapat melaksanakan urusan daerah otonom dan memprioritaskan 
masyarakat di daerah masing-masing dengan sistem NKRI. Pemerintah Pusat 
berharap Pemerintah Daerah dapat berusaha secara optimal. Pengukuran 
kinerja sangat diperlukan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah 
dilakukan Pemerintah Daerah dalam kurun satu tahun. Pengukuran kinerja 
dalam penelitian ini menggunakan aspek keuangan. Riwayat data laporan 
keuangan daerah Kota Surabaya digunakan dalam pengukuran ini melalui 
beberapa analisis rasio keuangan, yaitu rasio efisiensi, rasio efektivitas dan 
rasio kemandirian keuangan daerah. Pada rasio efisiensi dapat diukur melalui 
perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Kemudian 
pada rasio efektivitas bisa diukur dengan cara membandingkan total realisasi 
pendapatan pada rencana pendapatan. Dan pada rasio kemandirian keuangan 
daerah bisa diukur melalui perbandingan antara pendapatan asli daerah 
dengan biaya transfer. Setelah dilakukannya analisis pada aspek keuangan, 
maka akan terlihat kinerja pemerintah daerah termasuk sudah stabil atau 
belum. Kerangka konseptual dapat dilihat pada Gambar 2.1 halaman 43 yang 
akan mengkaji bagaimana tingkat efesiensi dan tingkat efektivitas keuangan 
daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 serta 
bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2015-2019. 
 














































 efektivitas keuangan daerah  
  Pemerintah Kota Surabaya   




3. Rasio Kemandirian 
Keuangan Daerah (KKD) 
Tingkat efisiensi dan tingkat 
Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah 
Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015- 
2019 
Tingkat kemandirian 
keuangan daerah Pemerintah 
Kota Surabaya tahun 
anggaran 2015-2019 
 







































A. Jenis Penelitian 
 
Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif, pengertian dari penelitian deskriptif ialah penelitian yang 
menggambarkan suatu fenomena sesuai dengan keadaan yang terjadi di lokasi 
penelitian. Penelitian deskriptif menurut Nazir ialah sebuah teknik untuk 
meneliti golongan manusia, kondisi dan peristiwa yang terjadi pada masa 
sekarang.45 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif 
merupakan suatu penelitian yang berupaya memaparkan gejala, fenomena 
dan kondisi yang sedang terjadi dimana peneliti dapat memotret dan 
memaparkan suatu peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. 
Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan dengan cara mendeskripsikan 
sebuah peristiwa dalam bentuk angka. Menurut Sugiyono pendekatan 
kuantitatif berguna untuk membuktikan sebuah hipotesis yang sebelumnya 
telah dibuat oleh peneliti dengan menentukan populasi dan sampel lalu 
mengumpulkan data dan dianalisis dengan cara kuantitatif/statistik.46 
Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna untuk 
memecahkan dan mencegah permasalahan yang terjadi di lingkungan 




45 Muhammad Nazir, “Metode Penelitian”, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003), 54. 









































keuangan daerah pada Pemerintah Kota Surabaya, sehingga hasil dari 
penelitian ini dapat membantu Kota Surabaya sebagai bahan evaluasi dalam 
penyusunan serta pengelolaan anggaran terkait keuangan daerah Pemerintah 
Surabaya pada tahun-tahun berikutnya. 
 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
 
Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pada tahun 2021 
yang bertempat di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan data Laporan 
Realisasi Anggaran yang diambil langsung dari Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, serta dari berbagai situs web 
resmi Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang berhubungan dengan judul 
penelitian. Data Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan pada penelitian 
ini ialah data tahun 2015-2019. 
 
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
 
Populasi adalah kumpulan manusia atau keadaan tertentu yang 
memiliki karakteristik. Sedangkan sampel ialah bagian dari populasi tersebut 
yang dipilih sebagai perwakilan dari karakteristik tersebut.47 Penelitian ini 
menggunakan populasi data Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya 
tahun 2015-2019 dan sampel yang dibutuhkan penelitian ini ialah pada aspek 




47 Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan 
Manajemen. Edisi Pertama”, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 115. 
 



































belanja, realisasi total PAD dan total pendapatan transfer tahun anggaran 
2015-2019. 
D. Definisi Operasional Variabel 
 
Definisi operasional variabel pada penelitian ini menjelaskan variabel 
serta menguraikan indikator yang akan digunakan untuk menganalisis data. 
Tabel 3. 1 Operasional Variabel 
 






Suatu konsep penataan 
lembaga pemerintah pada 
sektor keuangan 
berdasarkan  tingkat 










Dilihat dari Tabel 3.1 pada indikator efisiensi anggaran daerah 
menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya 
dengan menghitung perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi 
pendapatan. Dalam mengukur tingkat efisiensi keuangan daerah dilakukan 
dengan cara membandingkan biaya pengeluaran dengan realisasi pendapatan 
daerah yang diterima. Pada indikator efektivitas anggaran daerah 
menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya yang 
dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan pada rencana 
anggaran pendapatan. Sedangkan pada indikator kemandirian keuangan 
daerah (KKD) menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya yang diukur dengan membandingkan pendapatan 
 



































asli daerah pada biaya transfer pinjaman dan bantuan dari Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Provinsi. 
 
 
E. Data dan Sumber Data 
 
Peneliti menggunakan data dalam bentuk time series yang ditulis per 
tahun yakni dari tahun 2015 sampai 2019. Data yang digunakan bersumber 
dari situs web Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota 
Surabaya, maka dari itu data ini disebut data sekunder, sebab data yang 
digunakan dalam penelitian ini sudah diolah sebelumnya. Data sekunder 
adalah data yang tidak secara langsung berasal dari sumbernya tetapi sudah 
dalam berbagai bentuk olahan, seperti data statistik yang disediakan oleh 
kantor pemerintah dan biro jasa data.48 Data yang diambil oleh peneliti yakni 
data Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya, yang berupa data rencana 
anggaran total pendapatan, realisasi total pendapatan, realisasi total belanja, 
realisasi total PAD dan total pendapatan transfer tahun anggaran 2015-2019. 
 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
 
Menurut Sugiyono tujuan dasar dari adanya penelitian ialah 
memperoleh data, sehingga teknik pengumpulan data menjadi langkah utama 
pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dapat berbentuk survey, 
angket, wawancara, dokumentasi dan lembar observasi.49 Adapun teknik 
 
 
48 Moehar Daniel, “Metode Penelitian Sosial Ekonomi”, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 113. 
49 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, 
(Bandung: Alfabeta, 2013), 224. 
 



































pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, menurut 
Sugiyono teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah upaya 
mendapatkan data atau informasi yang berbentuk dokumen, buku, berkas, 
catatan berupa angka dan gambar yang membantu dalam penelitian.50 
Dokumentasi yang digunakan peneliti berasal dari tulisan, transkrip, buku, 
jurnal dan data yang berasal dari situs web Badan Pusat Statistik Kota 
Surabaya, situs web Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota 
Surabaya, serta data-data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah 
penelitian. 
G. Teknik Analisis Data 
 
Suatu cara dan rangkaian yang digunakan untuk memperoleh hasil 
penelitian yang sedang dilakukan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan 
disebut teknik analisis data. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini 
ialah metode deskriptif, menurut Sugiyono metode deskriptif ialah sebuah 
metode yang berguna untuk menggambarkan hasil penelitian dengan uraian 
kalimat tetapi bukan untuk kesimpulan yang jangkauannya lebih luas.51 
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan rasio keuangan, berupa: 
1. Rasio Efisiensi 
 
Pada rasio efisiensi menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah 
dengan menghitung perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi 




50 Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)”, (Bandung: Alfabeta, 2015), 329. 
51 Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 63. 
 















































Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 
Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, bahwa kinerja 
keuangan daerah dapat dikatakan efisien jika hasil efisiensi kurang dari 
100%, artinya semakin kecil hasil persentase maka tingkat efisiensi 
semakin baik dan dikatakan tidak efisien apabila presentese efisiensi 
cenderung tinggi atau lebih dari 100%.53 Penetapan kategori dapat dilihat 
pada tabel 2.1 yang tertera di bab sebelumnya. 
2. Rasio Efektivitas 
 
Pada rasio efektivitas menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah 
yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan pada 
rencana anggaran pendapatan. Tingkat efektivitas anggaran dihitung 
menggunakan rumus sebagai berikut:54 
Rasio Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖   𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 





Kinerja keuangan daerah Kota Surabaya dapat dikatakan efektif jika 
hasil persentase efektivitas mencapai 100%, artinya semakin besar hasil 
persentase maka tingkat efektivitas semakin baik, namun dikatakan tidak 
 
52 Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik…, 127. 
53 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian 
Kinerja Keuangan 
54 Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik…, 127. 
 



































efektif apabila presentese efektivitas cenderung menurun atau kurang dari 
60%.55 Penetapan kategori dapat dilihat pada tabel 2.2 yang tertera di bab 
sebelumnya. 
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) 
 
Pada rasio kemandirian keuangan daerah menjelaskan tingkat 
kinerja keuangan daerah yang diukur dengan membandingkan pendapatan 
asli daerah pada biaya transfer dan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Provinsi. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dihitung 
menggunakan rumus sebagai berikut:56 
Rasio KKD = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 
𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 
× 100% 
 
Pada rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi hasil 
persentase menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan 
pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi 
semakin rendah, namun jika hasil persentase cenderung menurun maka 
tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada bantuan 
pemerintah pusat dan provinsi semakin tinggi.57 Untuk melihat kategori 
penilaian dapat dilihat pada tabel 2.3 di bab sebelumnya yang berpedoman 









56 Abdul Halim, Akuntasi Keuangan Daerah---, 232. 
57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Dan Pemerintah Daerah 
 







































A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 
 
1. Sejarah Singkat Kota Surabaya 
 
Kota Surabaya ialah Kota sejarah yang kental dengan nilai 
kepahlawanan. Banyak peristiwa heroisme yang terjadi di Kota Surabaya, 
salah satunya tragedi 10 Nopember 1945 yang menewaskan puluhan ribu 
warga Kota Surabaya demi membela tanah air. Sehingga kota surabaya 
dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Nama Surabaya berasal dari istilah kata 
“Sura” yang berarti berani dan “Baya” yang berarti bahaya, lalu diartikan 
secara harfiah sebagai kota yang berani dengan bahaya. Sejarah awal 
berdirinya Kota Surabaya ialah adanya pertempuran antara Raden Wijaya 
dan Pasukan Kubilai Khan pada tanggal 31 Mei Tahun 1293, peristiwa 
tersebut sangat bersejarah, sehingga sampai saat ini setiap tanggal 31 Mei 
selalu diperingati hari berdirinya Kota Surabaya.58 
Selain sejarah nilai kepahlawanan, Kota Surabaya juga sangat kental 
dengan aktivitas perdagangan. Kota Surabaya pada abad ke-14 dijadikan 
sebagai pelabuhan Kerajaan Majapahit, karena letak Kota Surabaya berada 
laut bagian utara. Kemudian pada zaman kolonial abad ke-19 Kota 
Surabaya juga dijadikan pelabuhan utama yang berperan sebagai gudang 
hasil produksi perkebunan di Pulau Jawa yang akan diekspor ke luar 
 
58 Pemerintah Kota Surabaya. “Sejarah Kota Surabaya” dalam 














































“Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing 
Global Berbasis Ekologi” 
b. Misi 
 
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas; 
 
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya 
kesempatan berusaha; 
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum; 
 
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan 
daya dukung kota; 
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman 
yang ramah lingkungan; 
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi- 
sendi kehidupan masyarakat; 
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan 
jasa antar pulau dan internasional; 
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik; 
 
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi 
produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif; 











































1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. 
 
2. Memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak. 
 
3. Memberikan ketentraman dan ketertiban. 
 
4. Memperbaiki kualitas kebersihan kota. 
 
5. Mengembangkan energi alternatif agar tetap ramah lingkungan. 
 
6. Mengajak masyarakat agar gemar membaca dan mempertahankan 
budaya lokal. 
7. Mendukung arus perdagangan dan jasa. 
 
8. Meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah. 
 
9. Mendukung sektor pariwisata agar dapat bersaing secara global. 
 




1. Membangun akses pelayanan publik untuk kegiatan pendidikan 
formal dan nonformal. 
2.  Melayani dengan baik dan memenuhi kebutuhan rehabilitasi 
masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. 
3. Melakukan pengawasan serta pengendalian dalam melaksanakan 
peraturan daerah. 
4. Memperbaiki manajemen pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 
 
5. Meningkatkan sistem layanan yang berbasis teknologi ramah 
lingkungan. 
6. Melindungi dan meberdayakan budaya lokal. 
 



































7. Memperluas jaringan bisnis dan perdagangan. 
 
8.  Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
9. Meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian, kelautan, 
UMKM dan koperasi. 
10. Memperbaiki jaringan jalan fasilitas transportasi. 
 
 
3. APBD Kota Surabaya 
 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan 
wewenang Pemerintah Daerah yang bertujuan guna mencapai perencanaan 
pembangunan melalui anggaran penerimaan dan anggaran belanja yang 
dibuat dalam bentuk akuntansi dan dapat dipertanggung jawabkan dalam 
kurun waktu satu tahun. APBD termasuk komponen penting pada 
perencanaan pembangunan Kota Surabaya, karena APBD merupakan 
sebuah gambaran kemampuan Kota Surabaya dalam dalam mendanai dan 
bertanggunag jawab atas perencanaan pembangunan dan tanggap dalam 
memberikan perhatian terhadap masalah atau isu yang terjadi Kota 
Surabaya. 
Jawa Timur terdiri berbagai daerah otonomi, salah satunya yakni 
Kota Surabaya. Pusat bisnis, industri, perdagangan kesehatan dan 
pendidikan berada di Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki jumlah 
penduduk yang banyak dan meningkat secara signifikan setiap tahunnya. 
Sehingga Pemerintah Kota Surabaya perlu mengoptimalkan penyusunan 
 



































APBD dan merealisasikannya dengan baik dan maksimal. Tahun 2015- 
2019 APBD Kota Surabaya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk 
mengetahui kinerja Pemerintah Kota Surabaya maka perlu dilakukan 
pengukuran kinerja keuangan. 
Data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah ialah 
data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Surabaya 
tahun 2015-2019 yang diambil melalui website resmi Pemerintah Kota 
Surabaya. Untuk rincian anggaran target pendapatan dan belanja Kota 
Surabaya dapat dilihat dari Tabel 4.1, sedangkan untuk rincian realisasi 
pendapatan dan belanja Kota Surabaya dapat dilihat dari Tabel 4.2. 
 








































Tabel 4. 1 




2015 2016 2017 2018 2019 
1 PENDAPATAN 6.642.257.716.374,00 6.720.301.543.490,00 7.904.894.969.358,00 8.079.142.194.268,00 8.733.224.623.734,00 
1.1 Pendapatan Asli Daerah 3.782.647.234.297,00 3.944.467.129.125,00 4.709.645.546.043,00 4.758.967.236.960,00 5.234.687.226.266,00 
1.1.1 Pendapatan pajak daerah 2.679.368.000.000,00 2.802.516.278.889,00 3.265.955.423.267,00 3.615.432.902.416,00 4.008.794.324.904,00 
1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 449.613.176.717,00 342.925.912.793,00 392.397.980.801,00 364.330.957.049,00 396.051.109.746,00 
1.1.3 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan 
135.637.837.123,00 131.805.808.333,00 137.981.858.739,00 141.308.453.768,00 156.728.284.536,00 
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 518.028.220.457,00 667.219.129.110,00 913.310.283.236,00 637.894.923.727,00 673.113.507.080,00 
1.2 Pendapatan Transfer 2.834.807.600.077,00 2.770.834.414.365,00 3.145.227.658.315,00 3.091.812.357.308,00 3.219.666.956.468,00 
1.2.1 Dana bagi hasil pajak 318.204.210.000,00 443.747.996.528,00 473.613.566.505,00 507.650.130.687,00 442.217.960.000,00 
1.2.2 Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) 32.336.748.633,00 23.994.419.866,00 22.453.979.673,00 37.622.319.012,00 85.458.227.849,00 
1.2.3 Dana alokasi umum 1.147.385.486.000,00 1.010.059.323.816,00 1.211.713.876.000,00 1.211.713.876.000,00 1.308.697.316.000,00 
1.2.4 Dana alokasi khusus 12.955.800.000,00 317.628.474.350,00 466.697.504.000,00 440.719.310.000,00 477.827.337.000,00 
1.2.5 Dana otonomi khusus - - - -  
1.2.6 Dana penyesuaian 463.025.317.000,00 - - -  
1.2.7 Pendapatan bagi hasil pajak (propinsi) 856.175.299.221,00 970.489.960.582,00 967.584.022.137,00 890.407.321.609,00 901.445.686.619,00 
1.2.8 Pendapatan bagi hasil lainnya 1.359.339.223,00 1.359.339.223,00 - -  
1.2.9 Bantuan Keuangan Prop. Lainnya 3.365.400.000,00 3.554.900.000,00 3.164.710.000,00 3.699.400.000,00 4.020.429.000,00 
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah 24.802.882.000,00 5.000.000.000,00 50.021.765.000,00 228.362.600.000,00 278.870.441.000,00 
1.3.1 Pendapatan hibah - -  179.612.600.000,00 193.234.560.000,00 
1.3.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 24.802.882.000,00 5.000.000.000,00 50.021.765.000,00 48.750.000.000,00 85.635.881.000,00 
2 BELANJA 7.928.337.395.393,00 8.115.231.350.395,00 8.963.930.686.060,00 9.268.450.333.673,00 9.933.509.442.785,00 
2.1 Belanja Operasi 5.428.462.664.366,00 5.960.102.058.775,00 6.101.584.614.463,00 6.529.097.519.297,00 6.965.363.908.606,00 
2.1.1 Belanja pegawai 2.579.203.525.763,00 2.711.905.402.999,00 2.561.530.634.574,00 2.635.973.536.954,00 2.713.569.439.655,00 
 









































2.1.2 Belanja barang dan jasa 2.417.183.344.025,00 2.956.213.760.468,00 3.360.370.631.852,00 3.666.769.874.931,00 4.088.673.664.945,00 
2.1.3 Belanja bunga - - - -  
2.1.4 Belanja subsidi - 22.172.976.000,00 - -  
2.1.5 Belanja hibah 428.341.520.833,00 267.632.969.713,00 177.606.478.734,00 223.172.686.715,00 159.827.326.309,00 
2.1.6 Belanja bantuan sosial 1.651.000.000,00 - - -  
2.1.7 Belanja bantuan keuangan 2.083.273.745,00 2.176.949.595,00 2.076.869.303,00 3.181.420.697,00 3.293.477.697,00 
2.2 Belanja Modal 2.486.345.703.617,00 2.144.518.665.570,00 2.844.371.811.527,00 2.720.098.071.386,00 2.952.664.659.049,00 
2.2.1 Belanja tanah 583.958.300.267,00 329.210.536.206,00 772.503.120.013,00 458.551.424.792,00 680.909.604.065,00 
2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 420.942.144.315,00 343.944.132.392,00 587.855.605.985,00 688.028.677.459,00 554.158.968.111,00 
2.2.3 Belanja gedung dan bangunan 570.599.081.523,00 628.313.300.352,00 674.492.420.486,00 797.278.119.456,00 762.792.864.837,00 
2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan 903.553.073.475,00 840.555.116.570,00 802.961.544.880,00 767.147.172.580,00 933.484.695.641,00 
2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 6.436.815.145,00 449.731.140,00 3.874.147.620,00 7.737.862.759,00 20.354.893.670,00 
2.2.6 Belanja aset lainnya 856.288.892,00 2.045.848.910,00 2.684.972.543,00 1.354.814.340,00 963.632.725,00 
2.3 Belanja Tak Terduga 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 13.262.581.500,00 
2.4 Transfer 3.529.027.410,00 610.626.050,00 7.974.260.070,00 9.254.742.990,00 2.218.293.630,00 
2.4.1 Bagi hasil retribusi 3.529.027.410,00 610.626.050,00 7.974.260.070,00 9.254.742.990,00 2.218.293.630,00 
C. PEMBIAYAAN 1.286.079.679.019,00 1.394.929.806.904,82 1.059.035.716.702,00 1.189.308.139.405,00 1.200.317.972.688,92 
1 Penerimaan Daerah 1.311.544.540.067,00 1.414.929.806.904,8 1.069.035.716.702,00 1.189.308.139.405,00 1.200.317.972.688,92 
2 Pegeluaran Daerah 25.464.861.048,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - - 
3 SILPA - - - - - 
Sumber: Surabaya.go.id 
 








































Tabel 4. 2 




2015 2016 2017 2018 2019 
1 PENDAPATAN 6.619.031.160.936,97 6.825.754.275.891,53 8.033.573.163.669,67 8.175.219.120.669,10 8.765.153.020.782,67 
1.1 Pendapatan Asli Daerah 4.035.649.478.397,97 4.090.206.769.387,53 5.161.844.571.171,67 4.973.031.004.727,10 5.381.920.253.809,67 
1.1.1 Pendapatan pajak daerah 2.738.899.424.558,36 3.000.152.384.487,00 3.595.670.492.734,31 3.817.402.592.324,00 4.018.722.251.948,00 
1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 537.319.752.463,13 339.453.230.305,87 557.966.574.669,78 346.798.583.544,80 396.244.802.735,94 
1.1.3 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan 
135.324.221.731,02 131.847.096.407,00 134.668.941.611,95 140.036.260.032,70 268.575.571.840,77 
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 624.106.079.645,46 618.754.058.187,66 873.538.562.155,63 668.793.568.825,60 698.377.627.284,96 
1.2 Pendapatan Transfer 2.558.578.800.539,00 2.730.547.506.504,00 2.821.706.827.498,00 2.971.893.970.892,00 3.104.324.585.538,00 
1.2.1 Dana bagi hasil pajak 206.314.915.900,00 393.908.771.611,00 358.835.507.237,00 410.894.374.246,00 317.363.050.361,00 
1.2.2 Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) 23.946.332.783,00 18.880.139.043,00 16.587.434.797,00 67.464.332.495,00 49.236.626.815,00 
1.2.3 Dana alokasi umum 1.147.385.486.000,00 1.233.380.404.000,00 1.211.713.876.000,00 1.211.713.876.000,00 1.254.344.402.000,00 
1.2.4 Dana alokasi khusus 7.125.690.000,00 294.850.212.000,00 378.498.806.664,00 398.797.386.102,00 380.383.564.271,00 
1.2.5 Dana otonomi khusus - - - -  
1.2.6 Dana penyesuaian 463.025.317.000,00 - - -  
1.2.7 Pendapatan bagi hasil pajak (Propinsi) 707.673.658.856,00 786.702.579.850,00 853.167.802.800,00 880.120.602.049,00 1.099.625.542.091,00 
1.2.8 Pendapatan bagi hasil lainnya - - - -  
1.2.9 Bantuan Keuangan Prop. Lainnya 3.107.400.000,00 2.825.400.000,00 2.903.400.000,00 2.903.400.000,00 3.371.400.000,00 
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah 24.802.882.000,00 5.000.000.000,00 50.021.765.000,00 230.294.145.050,00 278.908.181.435,00 
1.3.1 Pendapatan hibah - - - 181.544.145.050,00 193.272.300.435,00 
1.3.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 24.802.882.000,00 5.000.000.000,00 50.021.765.000,00 48.750.000.000,00 85.635.881.000,00 
2 BELANJA 6.490.359.759.532,00 7.151.661.549.430,48 7.912.409.152.257,09 8.176.929.496.298,63 9.162.655.939.831,57 
2.1 Belanja Operasi 4.705.234.504.032,00 5.362.267.504.603,48 5.394.517.494.010,68 5.731.527.814.355,18 6.404.557.852.973,57 
2.1.1 Belanja pegawai 2.326.417.553.360,00 2.540.955.293.099,00 2.396.243.239.234,84 2.341.438.673.530,21 2.558.554.756.010,63 
 









































2.1.2 Belanja barang dan jasa 2.125.973.133.026,00 2.586.690.389.712,00 2.885.392.981.720,84 3.306.763.333.390,97 3.747.642.075.279,94 
2.1.3 Belanja bunga - - - -  
2.1.4 Belanja subsidi - 19.005.408.000,00 - -  
2.1.5 Belanja hibah 252.111.246.646,00 214.488.143.792,48 111.504.410.055,00 81.167.517.434,00 96.586.053.683,00 
2.1.6 Belanja bantuan sosial - - - -  
2.1.7 Belanja bantuan keuangan 732.571.000,00 1.128.270.000,00 1.376.863.000,00 2.158.290.000,00 1.774.968.000,00 
2.2 Belanja Modal 1.785.125.255.500,00 1.789.394.044.827,00 2.517.891.658.246,41 2.430.061.039.309,45 2.754.304.824.082,00 
2.2.1 Belanja tanah 180.523.825.499,00 260.881.230.581,00 733.007.917.033,00 451.951.790.061,00 657.676.408.325,00 
2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 369.025.583.047,00 291.820.586.629,00 514.721.364.936,00 540.722.786.920,00 527.897.491.678,00 
2.2.3 Belanja gedung dan bangunan 546.051.713.944,00 604.614.290.149,00 577.147.375.916,41 759.324.470.024,45 735.791.316.962,00 
2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan 682.877.162.677,00 629.706.519.468,00 687.870.707.690,00 671.323.905.021,00 819.894.483.911,00 
2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 5.900.125.333,00 410.713.000,00 2.642.716.710,00 5.396.119.683,00 12.110.233.206,00 
2.2.6 Belanja aset lainnya 746.845.000,00 1.960.705.000,00 2.501.575.961,00 1.341.967.600,00 934.890.000,00 
2.3 Belanja Tak Terduga - - - 6.085.899.644,00 1.574.969.146,00 
2.4 Transfer 3.529.027.410,00 - - 9.254.742.990,00 2.218.293.630,00 
2.4.1 Bagi hasil retribusi 3.529.027.410,00 - - 9.254.742.990,00 2.218.293.630,00 
C. PEMBIAYAAN 1.286.258.405.499,85 1.394.942.990.240,82 1.068.144.127.992,60 1.201.995.194.680,4 1.200.317.972688,92 
1 Penerimaan Daerah 1.311.550.405.499,85 1.414.942.990.240,82 1.068.144.127.992,60 1.201.995.194.680,4 1.200.317.972688,92 
2 Pegeluaran Daerah 25.292.000.000,00 20.000.000.000,00 - - - 
3 SILPA 1.414.929.806.904,82 1.069.035.716.701,87 1.189.308.139.405,18 1.200.284.819.050,92 802.815.053.640,02 
Sumber: Surabaya.go.id 
 



































Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa target anggaran Kota 
Surabaya selalu naik dari tahun 2015-2019. Pada pos pendapatan dan 
belanja selama 5 tahun mengalami peningkatan, sedangkan pada pos 
pembiayaan mengalami fluktuatif. Pada pos pendapatan didukung oleh 
pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang 
sah, sedangkan pada pos belanja didukung oleh belanja modal, belanja 
rutin, belanja tak terduga dan transfer. Pada pos belanja, belanja operasi 
lebih mendominasi daripada belanja modal. 
Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa realisasi APBD Kota Surabaya 
pada pos pendapatan dan belanja mengalami kenaikan selama 5 tahun, 
sedangkan untuk pos pembiayaan masih mengalami fluktuatif. Pada pos 
pendapatan, pendapatan asli daerah Kota Surabaya mendominasi 
dibandingkan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Pada 
pos belanja, belanja operasi mendominasi dibandingkan belanja modal, 
belanja tidak terduga dan transfer. Bahkan di tahun 2015-2017 belanja 
tidak terduga dan transfer tidak terealisasi. Karena setiap tahun nilai 
realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan nilai pagu anggaran maka 
SILPA digunakan mendanai kegiatan-kegiatan di tahun yang sedang 
berjalan. SILPA pada tahun 2014 akan masuk pada pos pembiayaan pada 
tahun 2015, hal tersebut berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya. 
 



































B. Analisis Data 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah 
Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015-2019. Jenis penelitian ini termasuk 
dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimulai dari kegiatan 
mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan penelitian terhadap 
suatu objek tertentu, dimana dari data selanjutnya dianalisis dan ditarik 
kesimpulan. Dalam melakukan penelitian ini, data yang peneliti dapatkan 
adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Surabaya tahun 
anggaran 2015-2019 yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Berdasarkan 
data tersebut, peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan untuk 
menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun 
2015-2019 yakni rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio kemandirian 
keuangan daerah (KKD). 
1. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
 
Analisis efisiensi anggaran daerah menjelaskan tingkat kinerja 
keuangan daerah dengan menghitung perbandingan antara realisasi belanja 
dengan realisasi pendapatan. Dalam mengukur tingkat efisiensi keuangan 
daerah dilakukan dengan cara membandingkan biaya pengeluaran dengan 
realisasi pendapatan daerah yang diterima. Tingkat efisiensi anggaran 
dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:60 
 
60 Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik…, 127. 








































Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan data dari Laporan 
Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya, yang berupa data realisasi 
total pendapatan dan realisasi total belanja tahun anggaran 2015-2019. 
Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran tidak 
efisien. Dan apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran kurang efisien. 
Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup efisien, dan 
hasil antara 60%)-80% dapat dikatakan anggaran efisien. Apabila hasil 
dibawah 60% anggaran dapat dikatakan sangat efisien. Berikut data 
realisasi belanja dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2015-2019: 
Tabel 4. 3 
Data Realisasi Belanja Dan Realisasi Pendapatan Pemerintah 
Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 
 
Tahun 
Efisiensi Anggaran Belanja 
Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan 
2015 6.490.359.759.532,00 6.619.031.160.936,97 
2016 7.151.661.549.430,48 6.825.754.275.891,53 
2017 7.912.409.152.257,09 8.033.573.163.669,67 
2018 8.176.929.496.298,63 8.175.219.120.669,10 
2019 9.162.655.939.831,57 8.765.153.020.782,67 
Sumber: Data Diolah, 2021. 
 



































a. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 
Anggaran 2015 
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi 
Anggaran Kota Surabaya mengenai perhitungan APBD Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2015, diketahui bahwa jumlah realisasi total belanja 
daerah Pemerintah Kota Surabaya adalah sebesar 
6.490.359.759.532,00. Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan 
Pemerintah Kota Surabaya ialah 6.619.031.160.936,97. Sehingga 
perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kota 
Surabaya tahun anggaran 2015 adalah: 





× 100% = 98,05% 
 
Tingkat efisiensi anggaran daerah Kota Surabaya berdasarkan 
perhitungan di atas diketahui mencapai 98,05%. Berdasarkan 
penetapan kategori tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti 
cantumkan pada tabel 2.1 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efisiensi 
Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2015 berada di kisaran antara 
90%-100%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 98,05% 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya dinilai kurang efisien dalam pengelolaan realisasi belanja 
daerah terhadap realisasi pendapatan Kota Surabaya. 
 



































b. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 
Anggaran 2016 
Pada tahun anggaran 2016, realisasi total belanja daerah 
Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 10,19% 
dari tahun sebelumnya sebesar 6.490.359.759.532,00 menjadi 
7.151.661.549.430,48. Sedangkan besarnya realisasi total pendapatan 
Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami kenaikan, menjadi 
6.825.754.275.891,53. Sehingga, tingkat efisiensi tahun anggaran 2016 
adalah sebesar: 









Tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,85%, dari 
tahun sebelumnya sebesar 98,05% menjadi 104,77%. Berdasarkan 
penetapan kategori tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti 
cantumkan pada tabel 2.1 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efisiensi 
Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2016 berada pada kategori lebih 
dari 100%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 104,77% 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya dinilai tidak efisien dalam pengelolaan realisasi belanja 
daerah terhadap realisasi pendapatan Kota Surabaya. 
 



































c. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 
Anggaran 2017 
Pada tahun anggaran 2017, realisasi total belanja daerah 
Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 10,64% 
dari tahun sebelumnya sebesar 7.151.661.549.430,48 menjadi 
7.912.409.152.257,09. Sedangkan besarnya realisasi total pendapatan 
Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami kenaikan yang cukup 
tinggi, menjadi 8.033.573.163.669,67. Sehingga, tingkat efisiensi tahun 
anggaran 2017 adalah sebesar: 





× 100% = 98,49% 
 
 
Tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar 5,99%, dari 
tahun sebelumnya sebesar 104,77% menjadi 98,49%. Berdasarkan 
penetapan kategori tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti 
cantumkan pada tabel 2.1 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efisiensi 
Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2017 berada di kisaran antara 
90%-100%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 98,49% 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya dinilai kurang efisien dalam pengelolaan realisasi belanja 
daerah terhadap realisasi pendapatan Kota Surabaya. 
 



































d. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 
Anggaran 2018 
Pada tahun anggaran 2018, realisasi total belanja daerah 
Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 3,34% dari 
tahun sebelumnya sebesar 7.912.409.152.257,09 menjadi 
8.176.929.496.298,63. Sedangkan besarnya realisasi total pendapatan 
Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami kenaikan menjadi 
8.175.219.120.669,10. Sehingga, tingkat efisiensi tahun anggaran 2018 
adalah sebesar: 









Tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,74%, dari 
tahun sebelumnya sebesar 98,49% menjadi 100,02%. Berdasarkan 
penetapan kategori tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti 
cantumkan pada tabel 2.1 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efisiensi 
Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2018 berada pada kategori lebih 
dari 100%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 100,02% 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya dinilai tidak efisien dalam pengelolaan realisasi belanja 
daerah terhadap realisasi pendapatan Kota Surabaya. 
e. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 
Anggaran 2019 
 



































Pada tahun anggaran 2019, realisasi total belanja daerah 
Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 12,05% 
dari tahun sebelumnya sebesar 8.176.929.496.298,63 menjadi 
9.162.655.939.831,57. Sedangkan besarnya realisasi total pendapatan 
Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami kenaikan menjadi 
8.765.153.020.782,67. Sehingga, tingkat efisiensi tahun anggaran 2019 
adalah sebesar: 









Tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,74%, dari 
tahun sebelumnya sebesar 100,02% menjadi 104,53%. Berdasarkan 
penetapan kategori tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti 
cantumkan pada tabel 2.1 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efisiensi 
Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2019 berada pada kategori lebih 
dari 100%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 104,53% 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya dinilai tidak efisien dalam pengelolaan realisasi belanja 
daerah terhadap realisasi pendapatan Kota Surabaya. 
Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi 
anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan realisasi 
belanja daerah terhadap realisasi pendapatan, mengalami kenaikan dari 
tahun 2015 ke tahun 2016 yakni dari 98,05% naik menjadi 104,77%, yang 
 



































semula berada pada kategori kurang efisien menjadi tidak efisien, 
kemudian di tahun 2017 tingkat efisiensi berada di angka 98,49% sehingga 
kembali pada kategori kurang efisien, dan di tahun 2018 dan tahun 2019 
mengalami kenaikan, dari 100,02% menjadi 104,53%, sehingga kembali 
yang berada pada ketegori tidak efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa 
Pemerintah Kota Surabaya belum mampu menjalankan tugas 
pemerintahannya secara efisien dalam upaya pengoptimalan, penghematan 
dan menjauhi pengeluaran (realisasi belanja) yang berlebihan dan tidak 
produktif. Atau bisa juga dikatakan Pemerintah Kota Surabaya belum dapat 
menggunakan input yang rendah dengan hasil output yang tinggi. 
Tabel 4. 4 
Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah 
Kota Surabaya Tahun 2015-2019 
 
Tahun 








2015 6.490.359.759.532,00 6.619.031.160.936,97 98,05 Kurang Efisien 
2016 7.151.661.549.430,48 6.825.754.275.891,53 104,77 Tidak Efisien 
2017 7.912.409.152.257,09 8.033.573.163.669,67 98,49 Kurang Efisien 
2018 8.176.929.496.298,63 8.175.219.120.669,10 100,02 Tidak Efisien 
2019 9.162.655.939.831,57 8.765.153.020.782,67 104,53 Tidak Efisien 
Sumber: Data Diolah, 2021. 
 



































Gambar 4. 1 
Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 
Sumber: Data Diolah, 2021. 
 
 
Berdasarkan gambar 4.1, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi 
anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan realisasi 
belanja daerah terhadap realisasi pendapatan pada tahun 2015 sebesar 
98,05% yang masuk pada kategori kurang efisien, pada tahun 2016 
mengalami kenaikan menjadi 104,77% yang masuk kategori tidak efisien, 
kemudian di tahun 2017 tingkat efisiensi menurun lagi, berada pada 
presentase 98,49% sehingga kembali pada kategori kurang efisien, lalu di 
tahun 2018 presentase meningkat kembali pada angka 100,02% yang 
masuk pada kategori tidak efisien, dan di tahun 2019 kembali mengalami 
kenaikan, berada pada presentase 104,53%, sehingga kembali yang berada 
pada ketegori tidak efisien. Tingkat efisiensi tertinggi dalam arti 
Pemerintah Kota Surabaya mampu mengoptimalkan, menghemat dan 
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tahun 2015, sedangkan untuk tingkat efesiensi terendah terjadi pada tahun 
2016. 
2. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
 
Pada analisis efektivitas anggaran daerah menjelaskan tingkat 
kinerja keuangan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan 
realisasi pendapatan pada rencana anggaran pendapatan. Pengukuran 
tingkat efektivitas dinilai efektif apabila suatu organisasi, program atau 
kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Maka 
dengan adanya kontribusi output yang besar terhadap pencapaian tujuan, 
mengakibatkan suatu organisasi semakin efektif, baik dari program atau 
kegiatannya. Tingkat efektivitas anggaran dihitung menggunakan rumus 
sebagai berikut:61 
 
Perhitungan tingkat efektivitas berdasarkan data dari Laporan 
Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya, yang berupa data realisasi 
total pendapatan dan rencana anggaran pendapatan tahun anggaran 2015- 
2019. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa 
anggaran sangat efektif. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran 
efektif. Jika hasil antara 80%-90%o maka anggaran dikatakan cukup 












































efektif. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak efektif. 
Berikut data realisasi pendapatan dan rencana anggaran pendapatan 
Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019: 
 
Tabel 4. 5 
Data Realisasi Pendapatan Dan Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah 




Realisasi Pendapatan Rencana Anggaran Pendapatan 
2015 6.619.031.160.936,97 6.642.257.716.374,00 
2016 6.825.754.275.891,53 6.720.301.543.490,00 
2017 8.033.573.163.669,67 7.904.894.969.358,00 
2018 8.175.219.120.669,10 8.079.142.194.268,00 
2019 8.765.153.020.782,67 8.733.224.623.734,00 
Sumber: Data Diolah, 2021. 
 
a. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2015 
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi 
Anggaran Kota Surabaya mengenai perhitungan APBD Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2015, diketahui bahwa jumlah realisasi total 
pendapatan daerah Pemerintah Kota Surabaya adalah sebesar 
6.619.031.160.936,97. Sedangkan rencana anggaran pendapatan 
Pemerintah Kota Surabaya ialah 6.642.257.716.374,00. Sehingga 
perhitungan tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota 
Surabaya tahun anggaran 2015 adalah: 
 










































× 100% = 99,65% 
 
 
Tingkat efektivitas anggaran daerah Kota Surabaya berdasarkan 
perhitungan di atas diketahui mencapai 99,65%. Berdasarkan 
penetapan kategori tingkat efektivitas anggaran daerah yang peneliti 
cantumkan pada tabel 2.2 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efektivitas 
Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2015 berada di kisaran antara 
90%-100%, sehingga tingkat efektivitas anggaran sebesar 99,65% 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota 




b. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2016 
Pada tahun anggaran 2016, realisasi total pendapatan daerah 
Pemerintah Kota Surabaya sedikit mengalami peningkatan sebesar 
3,12% dari tahun sebelumnya sebesar 6.619.031.160.936,97 menjadi 
6.825.754.275.891,53. Sedangkan besarnya rencana anggaran 
pendapatan Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami kenaikan, 
menjadi 6.720.301.543.490,00. Sehingga, tingkat efektivitas tahun 
anggaran 2016 adalah sebesar: 





× 100% = 101,57% 
 



































Tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2016 sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,93%, 
dari tahun sebelumnya sebesar 99,65% menjadi 101,57%. Berdasarkan 
penetapan kategori tingkat efektivitas anggaran daerah yang peneliti 
cantumkan pada tabel 2.2 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efektivitas 
Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2016 berada pada kategori lebih 
dari 100%, sehingga tingkat efektivitas anggaran sebesar 101,57% 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota 




c. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2017 
Pada tahun anggaran 2017, realisasi total pendapatan daerah 
Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan cukup tinggi 
sebesar 17,69% dari tahun sebelumnya sebesar 6.825.754.275.891,53 
menjadi 8.033.573.163.669,67. Sedangkan besarnya rencana anggaran 
pendapatan Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami kenaikan, 
menjadi 7.904.894.969.358,00. Sehingga, tingkat efektivitas tahun 
anggaran 2017 adalah sebesar: 





× 100% = 101,63% 
 
Tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2017 sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,06%, 
 



































dari tahun sebelumnya sebesar 101,57% menjadi 101,63%. Berdasarkan 
penetapan kategori tingkat efektivitas anggaran daerah yang peneliti 
cantumkan pada tabel 2.2 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efektivitas 
Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2017 berada pada kategori lebih 
dari 100%, sehingga tingkat efektivitas anggaran sebesar 101,63% 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota 




d. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2018 
Pada tahun anggaran 2018, realisasi total pendapatan daerah 
Pemerintah Kota Surabaya sedikit mengalami peningkatan sebesar 
1,76% dari tahun sebelumnya sebesar 8.033.573.163.669,67 menjadi 
8.175.219.120.669,10. Sedangkan besarnya rencana anggaran 
pendapatan Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami kenaikan, 
menjadi 8.079.142.194.268,00. Sehingga, tingkat efektivitas tahun 
anggaran 2018 adalah sebesar: 





× 100% = 101,19% 
 
Tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2018 sedikit mengalami penurunan sebesar 
0,43%, dari tahun sebelumnya sebesar 101,63% menjadi 101,19%. 
Meskipun tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota 
 



































Surabaya untuk tahun anggaran 2018 mengalami penurunan, tetapi 
berdasarkan penetapan kategori tingkat efektivitas anggaran daerah 
yang peneliti cantumkan pada tabel 2.2 yang tertera di bab 2, hasil 
tingkat efektivitas Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2018 tetap 
berada pada kategori lebih dari 100%, sehingga tingkat efektivitas 
anggaran sebesar 101,19% menunjukkan bahwa kinerja keuangan 
daerah Pemerintah Kota Surabaya dinilai sangat efektif dalam 
pengelolaan realisasi pendapatan Kota Surabaya. 
 
 
e. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2019 
Pada tahun anggaran 2019, realisasi total pendapatan daerah 
Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 7,22% dari 
tahun sebelumnya sebesar 8.175.219.120.669,10 menjadi 
8.765.153.020.782,67. Sedangkan besarnya rencana anggaran 
pendapatan Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami kenaikan, 
menjadi 8.733.224.623.734,00. Sehingga, tingkat efektivitas tahun 
anggaran 2019 adalah sebesar: 





× 100% = 100,37% 
 
Tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2019 kembali mengalami sedikit penurunan 
sebesar 0,82%, dari tahun sebelumnya sebesar 101,19% menjadi 
100,37%. Meskipun tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah 
 



































Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2019 kembali mengalami 
penurunan, tetapi berdasarkan penetapan kategori tingkat efektivitas 
anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.2 yang tertera di 
bab 2, hasil tingkat efektivitas Kota Surabaya untuk tahun anggaran 
2019 tetap berada pada kategori lebih dari 100%, sehingga tingkat 
efektivitas anggaran sebesar 100,37% menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya dinilai sangat efektif 
dalam pengelolaan realisasi pendapatan Kota Surabaya. 
Tabel 4. 6 
Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah 
Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 
 
Tahun 








2015 6.619.031.160.936,97 6.642.257.716.374,00 99,65 Efektif 
2016 6.825.754.275.891,53 6.720.301.543.490,00 101,57 Sangat Efektif 
2017 8.033.573.163.669,67 7.904.894.969.358,00 101,63 Sangat Efektif 
2018 8.175.219.120.669,10 8.079.142.194.268,00 101,19 Sangat Efektif 
2019 8.765.153.020.782,67 8.733.224.623.734,00 100,37 Sangat Efektif 
Sumber: Data Diolah, 2021. 
 
 
Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat 
efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan 
realisasi pendapatan, mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 
yakni dari 99,65% ke 101,57%, yang semula berada pada kategori efektif 
menjadi sangat efektif, kemudian di tahun 2017 mengalami peningkatan 
 



































yakni sebesar 101,63%, sehingga kembali pada kategori sangat efektif, 
sedangkan di tahun 2018 tingkat efektivitas kembali menurun menjadi 
101,19%, begitu juga di tahun 2019 mengalami penurunan dengan tingkat 
efektivitas sebesar 100,37%, akan tetapi presentase di tahun 2018 dan 2019 
masih termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini mengindikasikan 
bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mampu menjalankan tugas 
pemerintahannya secara efektif dalam upaya memenuhi tujuan yang 
diharapkan. Dengan kata lain Pemerintah Surabaya telah mencapai target 
realisasi pendapatan secara maksimal. 
 
 
Gambar 4. 2 
Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 
 
Sumber: Data Diolah, 2021. 
 
 
Berdasarkan gambar 4.2 diatas, tingkat efektivitas anggaran daerah 
Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan realisasi pendapatan pada 
tahun 2015 berada pada angka 99,65% yang masuk pada kategori efektif, 
pada tahun 2016 terjadi peningkatan yakni 101,57%, yang masuk pada 
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pada angka 101,63% sehingga menunjukkan kenaikan yang masuk 
kategori sangat efektif, sedangkan di tahun 2018 tingkat efektivitas berada 
pada angka 101,19%, mengalami penurunan sedikit akan tetapi masih 
masuk pada kategori sangat efektif, lalu di tahun 2019 terjadi penurunan 
kembali, tingkat efektivitas berada pada angka 100,37% dan masih 
termasuk pada kategori sangat efektif. Tahun 2017 merupakan tahun 
tertinggi dengan tingkat efektivitas melebihi 100% dimana masuk pada 
kategori sangat efektif, artinya Pemerintah Kota Surabaya mampu 
mencapai tujuan yang diharapkan dengan maksimal. Sedangkan tingkat 
efektivitas terendah terjadi pada tahun 2015 dengan presentase kurang dari 
100% yang masuk pada kategori efektif, artinya Pemerintah Kota 
Surabaya telah menjalankan tugas pemerintahannya secara efektif dalam 
upaya memenuhi tujuan yang diharapkan. 
 
3. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Pada analisis kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah yang diukur 
dengan membandingkan pendapatan asli daerah pada biaya transfer 
pinjaman dan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. 
Pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 
pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang 
telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan 
yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Pemerintah Kota Surabaya 
 



































dalam penerapan otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar 
kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun 
daerahnya tanpa biaya transfer dan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Provinsi secara mandiri. Tingkat kemandirian keuangan 




Perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan data 
dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya, yang berupa 
data total pendapatan asli daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi 
dan pinjaman tahun anggaran 2015-2019. Apabila hasil tingkat 
kemandirian dan kemampuan daerah berada di antara 0%-25% maka 
masuk pada kategori instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat 
lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, untuk 25%-50% 
masuk pada kategori konsultatif yang artinya campur tangan pemerintah 
pusat sudah mulai berkurang, 50%-75% masuk pada kategori partisipatif 
yang artinya peranan pemerintah pusat semakin berkurang, sedangkan 
75%-100% masuk pada kategori delegatif, artinya peranan pemerintah 
pusat sudah tidak ada, dengan kata lain pemerintah daerah telah 
mampu/mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Berikut realisasi 
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total pendapatan asli daerah serta bantuan pemerintah pusat dan pinjaman 
tahun anggaran 2015-2019. 
Tabel 4. 7 
Data Realisasi Total PAD dan Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan 
Pinjaman Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 
 
Tahun 
Kemandirian Keuangan Daerah 
Realisasi Total PAD 
Bantuan Pemerintah Pusat/ 
Provinsi dan Pinjaman 
2015 4.035.649.478.397,97 2.558.578.800.539,00 
2016 4.090.206.769.387,53 2.730.547.506.504,00 
2017 5.161.844.571.171,67 2.821.706.827.498,00 
2018 4.973.031.004.727,10 2.971.893.970.892,00 
2019 5.381.920.253.809,67 3.104.324.585.538,00 
Sumber: Data Diolah, 2021. 
 
 
a. Analisis Kemandirian Keuanagan Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2015 
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi 
Anggaran Kota Surabaya mengenai perhitungan APBD Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2015, diketahui bahwa jumlah realisasi total 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya adalah 
sebesar 4.035.649.478.397,97. Sedangkan besarnya bantuan 
pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman Pemerintah Kota Surabaya 
ialah 2.558.578.800.539,00. Sehingga perhitungan tingkat kemandirian 
keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015 
 












































× 100% = 157,73% 
 
 
Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya 
berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 157,73%. 
Berdasarkan penetapan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah 
yang peneliti cantumkan pada tabel 2.3 yang tertera di bab 2, hasil 
tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya untuk tahun 
anggaran 2015 tergolong sangat tinggi, karena berada diatas kisaran 
75%-100% masuk pada kategori delegatif, artinya peranan pemerintah 
pusat sudah tidak ada, dengan kata lain pemerintah daerah telah 
mampu/mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya. 
 
 
b. Analisis Kemandirian Keuanagan Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2016 
Pada tahun anggaran 2016, jumlah realisasi total Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya sedikit mengalami 
peningkatan sebesar 1,35% dari tahun sebelumnya sebesar 
4.035.649.478.397,97   menjadi   4.090.206.769.387,53.   Sedangkan 
besarnya bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman Pemerintah 
Kota Surabaya juga mengalami kenaikan sebesar 6,72%, dari tahun 
sebelumnya   2.558.578.800.539,00   menjadi   2.730.547.506.504,00. 
Sehingga, tingkat kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2016 
 
















































Tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2016 sedikit mengalami penurunan sebesar 
5,03%, dari tahun sebelumnya sebesar 157,73% menjadi 149,79%. 
Meskipun tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya untuk tahun anggaran 2016 mengalami penurunan, tetapi 
berdasarkan penetapan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah 
yang peneliti cantumkan pada tabel 2.3 yang tertera di bab 2, hasil 
tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya untuk tahun 
anggaran 2016 kembali berada diatas kisaran 75%-100% masuk pada 
kategori delegatif, artinya peranan pemerintah pusat sudah tidak ada, 
dengan kata lain pemerintah daerah telah mampu/mandiri dalam 
membiayai kebutuhan daerahnya. 
 
 
c. Analisis Kemandirian Keuanagan Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2017 
Pada tahun anggaran 2017, jumlah realisasi total Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya kembali mengalami 
peningkatan yang cukup tinggi yakni sebesar 26,20% dari tahun 
sebelumnya sebesar 4.090.206.769.387,53 menjadi 
5.161.844.571.171,67. Peningkatan PAD yang cukup tinggi tersebut 
 



































berasal dari peningkatan pos Pendapatan Retribusi Daerah, dimana pos 
tersebut mengalami peningkatan sebesar 64,38% daripada tahun 
sebelumnya. Selain itu, pada pos Lain-lain PAD yang Sah, juga 
mengalami peningkatan sebesar 41,18%, dan untuk pos Pendapatan 
Pajak Daerah, hanya meningkat sebesar 19,85%. Sedangkan besarnya 
bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman Pemerintah Kota 
Surabaya juga mengalami kenaikan sebesar 3,34%, dari tahun 
sebelumnya 2.730.547.506.504,00 menjadi 2.821.706.827.498,00. 
Sehingga, tingkat kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2017 
adalah sebesar: 









Tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2017 kembali lagi mengalami kenaikan sebesar 
22,12%, dari tahun sebelumnya sebesar 149,79% menjadi 182,93%. 
Berdasarkan penetapan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah yang 
peneliti cantumkan pada tabel 2.3 yang tertera di bab 2, hasil tingkat 
kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya untuk tahun anggaran 
2017 kembali berada diatas kisaran 75%-100% masuk pada kategori 
delegatif, artinya peranan pemerintah pusat sudah tidak ada, dengan 
kata lain pemerintah daerah telah mampu/mandiri dalam membiayai 
kebutuhan daerahnya. 
 



































d. Analisis Kemandirian Keuanagan Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2018 
Pada tahun anggaran 2018, jumlah realisasi total Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya mengalami penurunan yakni 
sebesar 3,66% dari tahun sebelumnya sebesar 5.161.844.571.171,67 
menjadi 4.973.031.004.727,10. Sedangkan besarnya bantuan 
pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman Pemerintah Kota Surabaya 
mengalami kenaikan sebesar 5,32%, dari tahun sebelumnya 
2.821.706.827.498,00 menjadi 2.971.893.970.892,00. Sehingga, 
tingkat kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2017 adalah 
sebesar: 









Tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2018 kali ini mengalami penurunan sebesar 
8,53%, dari tahun sebelumnya sebesar 182,93% menjadi 167,33%. 
Meskipun tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya untuk tahun anggaran 2018 mengalami penurunan, tetapi 
berdasarkan penetapan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah 
yang peneliti cantumkan pada tabel 2.3 yang tertera di bab 2, hasil 
tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya untuk tahun 
anggaran 2018 masih berada diatas kisaran 75%-100% masuk pada 
kategori delegatif, artinya peranan pemerintah pusat sudah tidak ada, 
 



































dengan kata lain pemerintah daerah telah mampu/mandiri dalam 
membiayai kebutuhan daerahnya. 
 
 
e. Analisis Kemandirian Keuanagan Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2019 
Pada tahun anggaran 2019, jumlah realisasi total Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya kembali mengalami 
peningkatan sebesar 8,22% dari tahun sebelumnya sebesar 
4.973.031.004.727,10   menjadi   5.381.920.253.809,67.   Sedangkan 
besarnya bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman Pemerintah 
Kota Surabaya juga mengalami kenaikan sebesar 4,46%, dari tahun 
sebelumnya   2.971.893.970.892,00   menjadi   3.104.324.585.538,00. 
Sehingga, tingkat kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2019 
adalah sebesar: 





× 100% = 173,37% 
 
Tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya 
untuk tahun anggaran 2019 kembali lagi mengalami kenaikan sebesar 
3,61%, dari tahun sebelumnya sebesar 167,33% menjadi 173,37%. 
Berdasarkan penetapan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah yang 
peneliti cantumkan pada tabel 2.3 yang tertera di bab 2, hasil tingkat 
kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya untuk tahun anggaran 
2019 kembali berada diatas kisaran 75%-100% masuk pada kategori 
delegatif, artinya peranan pemerintah pusat sudah tidak ada, dengan 
 



































kata lain pemerintah daerah telah mampu/mandiri dalam membiayai 
kebutuhan daerahnya. 
Tabel 4. 8 
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 
Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 
 
Tahun 




Realisasi Total PAD 
Realisasi Jumlah 
Pendapatan Transfer 
2015 4.035.649.478.397,97 2.558.578.800.539,00 157,73 
Sangat Tinggi 
(Delegatif) 
2016 4.090.206.769.387,53 2.730.547.506.504,00 149,79 
Sangat Tinggi 
(Delegatif) 
2017 5.161.844.571.171,67 2.821.706.827.498,00 182,93 
Sangat Tinggi 
(Delegatif) 
2018 4.973.031.004.727,10 2.971.893.970.892,00 167,33 
Sangat Tinggi 
(Delegatif) 
2019 5.381.920.253.809,67 3.104.324.585.538,00 173,37 
Sangat Tinggi 
(Delegatif) 
Sumber: Data Diolah, 2021. 
 
 
Berdasarkan tabel 4.8 diatas, terlihat bahwa tingkat kemandirian 
daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mencukupi kebutuhan 
pembiayaan untuk melakukan tugas pemerintahan, pembangunan, serta 
pelayanan sosial kemasyarakatan tergolong sangat tinggi (delegatif). Rasio 
kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana 
tergambarkan pada gambar 4.3, dapat diketahui persentasenya berada pada 
kisaran 150%-180%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian 
daerah Pemerintah Kota Surabaya telah berada diatas kisaran 75%-100% 
 



































yang masuk pada kategori delegatif, artinya peranan pemerintah pusat 
sudah tidak ada, dengan kata lain pemerintah daerah telah mampu/mandiri 
dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Meski begitu, peranan 
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Kota Surabaya masih 
berkontribusi dalam penerapan otonomi daerah, walaupun pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya setiap 
tahunnya mengalami peningkatan. 
 
 
Gambar 4. 3 
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah 
Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 
 
Sumber: Data Diolah, 2021. 
 
 
Berdasarkangambar 4.3 diatas, diketahui bahwa pada tahun 2015 
tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya berada 
pada presentase 157,73% yang masuk pada kategori delegatif, pada tahun 
2016 angka presentase turun menjadi 149,79% yang masuk pada kategori 
delegatif, lalu di tahun 2017 angka presentase kembali naik cukup curam 
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delegatif, pada tahun 2018 presentase kembali menurun pada angka 
167,33% yang masuk pada kategori delegatif, kemudian pada tahun 2019 
angka presentase naik kembali pada angka 173,37% yang masuk pada 
kategori delegatif. Tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya tertinggi pada tahun 2017 dengan presentase 182,93% dan tahun 
terendah terjadi pada tahun 2016 dengan presentase 149,79%. Tingkat 
kemandirian daerah Pemerintah Kota Surabaya telah berada diatas kisaran 
75%-100% yang masuk pada kategori delegatif, artinya peranan 
pemerintah pusat sudah tidak ada, Pemerintah Kota Surabaya telah 
mampu/mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. 
 







































A. Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
 
Dilihat dari perhitungan pada tabel 4.4 mengenai tingkat efisiensi 
anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 
berkisar pada rata-rata rasio sebesar 101,172%, nilai presentase tersebut 
masuk pada kategori tidak efisien. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja 
Pemerintah Kota Surabaya kurang efisien dalam pengelolaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah Kota Surabaya. Tahun anggaran 2015-2019 
keuangan daerah Kota Surabaya apabila dilihat dari tingkat efisiensi 
tergolong kurang efisien dan tidak efisien. Nilai presentase terendah terjadi 
pada tahun 2015 yakni dengan presentase sebesar 98,05% yang masuk pada 
ketegori tidak efisien dan nilai presentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 
yakni dengan presentase sebesar 104,77% yang masuk pada kategori kurang 
efisien. 
Adapun penyebab tingkat efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya tergolong kurang efisien bahkan tidak efisien ialah adanya 
pemborosan di beberapa sektor, seperti sudah tersedianya fasilitas yang sudah 
memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan, hal 
ini dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja barang yang setiap tahunnya 
terus mengalami kenaikan, yakni tahun 2016 dengan nominal 
Rp.2.956.213.760.468 naik sebesar 21,67% dari tahun sebelumnya, kemudian 







































Rp. 3.360.370.631.852 kemudian tahun 2018 naik sebesar 14,60% dari tahun 
2017 dengan nominal Rp.3.666.769.874.931 dan juga tahun 2019 naik 
sebesar 13,33% dari tahun 2018 dengan nominal Rp. 4.088.673.664.945 
dengan demikian rata-rata kenaikan anggaran belanja barang dan jasa setiap 
tahunnya naik sebesar 15,29%. Kemudian penyebab ketidakefisienan 
anggaran yaitu besamya pengeluaran belanja pegawai dengan kenaikan rata- 
rata setiap tahunnya sebesar 2,63% dengan nominal tahun 2015 Rp. 
2.579.203.525.763, tahun 2016 Rp. 2.711.905.402.999, tahun 2017 Rp. 
2.561.530.634.574, tahun 2018 Rp. 2.635.973.536.954 dan tahun 2019 Rp. 
 
2.713.569.439.655. Belanja pegawai tersebut didominasi seperti kepentingan 
perjalanan dinas atau kegiatan pegawai pemerintah seperti rapat di luar kantor 
serta penyediaan kendaraan dinas baru di instansi pemerintahan. Besamya 
angka realisasi anggaran belanja dari total realisasi anggaran pendapatan yang 
diterima pemerintah menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan 
keuangan Kota Surabaya masih sangat kurang dan terkesan adanya 
pemborosan, hal ini sama saja mengbaikan azas penghematan dan efisiensi 
anggaran belanja daerah. 
Meskipun Pemerintah Surabaya berhasil merealisasikan target 
anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun akan 
menjadi tidak berarti apabila temyata biaya yang dikeluarkan pemerintah 
untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar nilainya dari 
realisasi anggaran pendapatan yang diterima. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega Oktavia 
 



































dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa 
Selatan, berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat efisiensi keuangan daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan kurang efisien. Penyebabnya ialah 
terdapat beberapa anggaran pos yang dinilai boros yakni didominasi 
pengeluaran untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.63 
Selain penelitian yang dilakukan oleh Mega Oktavia, penelitian ini juga 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arni Karina dan Dephy 
Noerainy64 dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hasil penelitian ini diketahui kinerja 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan pendapatan 
dikategorikan kurang efisien dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
mendapatkan pendapatan yang jumlahnya selisih sedikit dengan biaya yang 




B. Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
 
Dilihat dari perhitungan pada tabel 4.8 mengenai tingkat efektivitas 
anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 
berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 100,88%. Hal ini menggambarkan 
bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif 
dalam pengelolaan realisasi pendapatan Kota Surabaya, karena rata-rata 
 
63 Mega Oktavia Ropa, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan”, 
Jurnal EMBA, 2 (Juni, 2016), 745. 
64 Arni Karina dan Dephy Noerainy, “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta”, Jurnal Ilmu Akuntansi, 1, (Januari, 2016), 13. 
 



































berada pada nilai maksimum rasio efektifitas yaitu diatas 100%, hanya saja 
pada tahun 2015 berada pada nilai kurang dari 100% dengan nominal 
anggaran Rp.6.642.257.716.374 dan nominal realisasi sebesar 
Rp.6.619.031.160.936 tetapi masih masuk pada kategori efektif. 
Berdasarkan rasio efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota 
Surabaya tahun anggaran 2015-2019, tahun anggaran 2017 memiliki tingkat 
efektivitas anggaran tertinggi dengan nilai rasio sebesar 101,63%, nominal 
anggaran sebesar Rp. 8.033.573.163.669 dan nominal realisasi sebesar 
Rp.7.904.894.969.358. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota 
Surabaya pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dalam 
rangka merealisasikan tujuan total pendapatan yang telah ditetapkan daripada 
2 tahun anggaran sebelumnya dan 2 tahun anggaran setelahnya. Sedangkan 
tingkat efektivitas yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2015 
dengan tingkat rasio sebesar 99,65%, dengan rasio tingkat kemandirian 
keuangan tahun anggaran 2015 tersebut masih berada pada kategori efektif. 
Berdasarkan rata-rata nilai tingkat efektivitas Pemerintah Kota 
Surabaya tahun anggaran 2015-2019 berada pada nilai maksimum yaitu diatas 
100%, hal ini dapat dilihat dari terlaksanakan program yang ditargetkan 
pemerintah yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui 
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, seni 
budaya, olahraga dan pemuda, kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas 
penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, penataan 
kawasan tepian sungai, pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta 
 



































manajemen transportasi, dan juga peningkatan dan pengembangan pelayanan 
air bersih, pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa, koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pariwisata. Oleh karna itu, dapat 
diketahui bahwasanya hasil program reaalisasi pendapatan dengan target 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 
telah tercapai. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desviana Dian 
Putriyassari yang memiliki kesaamaan objek penelitian yakni Kota Surabaya, 
dengan berjudul Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya 
Berdasarkan Aspek Keuangan dan Non Keuangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan APBD Kota Surabaya 
dari tahun 2011 hingga tahun 2014 telah efektif karena rata-rata presentase 
berada di angka 90-100%. Sehingga dapat disimpulkan Kota Surabaya telah 




C. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya 
 
Dilihat dari perhitungan pada tabel 4.10 mengenai tingkat kemandirian 
keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya berkisar pada rata-rata nilai rasio 
sebesar 166,23%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian daerah 
Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mencukupi kebutuhan pembiayaan 
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untuk melakukan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial 
masyarakat tergolong sangat tinggi, yang mana masuk pada kategori 
delegatif, artinya peranan pemerintah pusat sudah tidak ada, dengan kata lain 
pemerintah daerah telah mampu/mandiri dalam membiayai kebutuhan 
daerahnya, karena rata-rata berada pada nilai maksimum rasio kemandirian 
keuangan dareah yaitu diatas 100%. 
Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota 
Surabaya tahun anggaran 2015-2019, tahun anggaran 2017 memiliki tingkat 
kemandirian keuangan daerah tertinggi dengan nilai rasio sebesar 182,93%. 
Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2017 
memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih baik dalam 
mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat daripada 2 
tahun anggaran sebelumnya dan 2 tahun anggaran setelahnya. Peningkatan 
kemandirian keuangan daerah pada tahun anggaran 2017, disebabkan oleh 
meningkatnya realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota 
Surabaya tahun anggaran 2017 yang cukup tinggi yakni sebesar 26,20% dari 
tahun sebelumnya dengan nominal sebesar Rp.4.090.206.769.387 menjadi 
Rp.5.161.844.571.171. Peningkatan PAD tahun 2017 yang cukup tinggi 
tersebut berasal dari peningkatan pos Pendapatan Retribusi Daerah, dimana 
pos tersebut mengalami peningkatan sebesar 64,38% dengan nominal 
realisasi Rp.557.966.574.669 daripada tahun 2016 yang hanya 
Rp.339.453.230.305. Selain itu, pada pos Lain-lain PAD yang Sah, juga 
 



































mengalami peningkatan sebesar 41,18% dengan nominal 
Rp.873.538.562.155, dan untuk pos Pendapatan Pajak Daerah, hanya 
meningkat sebesar 19,85% dengan nominal Rp.3.595.670.492.734. 
Sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang paling rendah terjadi 
pada tahun anggaran 2016 dengan tingkat rasio sebesar 149,79%, tetapi pada 
tahun 2016 PAD Kota Surabaya meningkat sebesar 1,35% dengan nominal 
sebesar Rp.4.090.206.769.387 dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh 
tidak sebandingnya peningkatan PAD dengan peningkatan bantuan 
pemerintah pusat/provinsi sebesar 6,72% dengan nominal sebesar 
Rp.2.730.547.506.504 dari tahun sebelumnya. Meskipun begitu, nilai tingkat 
kemandirian tersebut masih sangat tinggi dan berada pada kategori delegatif. 
Hal ini diperkuat dengan grafik yang penulis cantumkan pada Gambar 4.3 
mengenai rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya 
tahun anggaran 2015-2019. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa tingkat 
kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 
2015-2019 relatif sangat tinggi (delegatif). 
Hal ini serupa dengan penelitian yang telah dilakukan Desviana Dian 
Putriyassari dengan objek penelitian yang sama, judul penelitian ini ialah 
Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Aspek 
Keuangan dan Non Keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan Desviana 
menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya tahun 
anggaran 2011-2014 selalu berada di diatas 75% yang masuk pada ketgori 
delegatif dimana Pemerintah Pusat sudah tidak ikut campur dalam keuangan 
 



































daerah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil membiayai 
kebutuhan daerahnya dengan pendapatan asli daerah, dengan didukung oleh 
partisipasi masyarakat yang patuh membayar pajak dan retribusi 
menunjukkan bahwa masyarakat Kota Surabaya memiliki tingkat 
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Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yakni: 
1. Dilihat dari rasio efisiensi menunjukkan bahwa keuangan daerah 
Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 berkisar pada rata- 
rata rasio sebesar 101,172%, nilai presentase tersebut berada pada kategori 
tidak efisien, karena nilai rat-rata lebih dari 100%. Pada tahun 2015 masuk 
kategori kurang efisien karena nilai rasio berada diantara 90-100%, tahun 
2016 nilai rasio meningkat dan masuk kategori tidak efisien, pada tahun 
2017 nilai rasio efisiensi menurun dan masuk kategori kurang efisien. 
Sedangkan tahun 2018 dan 2019 nilai rasio efisiensi kembali meningkat 
dan masuk kategori tidak efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa 
Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 belum mampu 
memenuhi indikator efisien yakni menggunakan dana yang minimal untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya 
pemborosan di beberapa sektor, seperti sudah tersedianya fasilitas yang 
sudah memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan 
pengembangan, hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja barang 
yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, selain itu 
ketidakefisienan juga disebabkan oleh besamya pengeluaran belanja 







































perjalanan dinas atau kegiatan pegawai pemerintah seperti rapat di luar 
kantor serta penyediaan kendaraan dinas baru di instansi pemerintahan. 
2. Dilihat dari rasio efektivitas diketahui bahwa keuangan daerah Pemerintah 
Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 menunjukkan nilai rata-rata 
efektivitas sebesar 100,88% yang berada pada kategori sangat efektif, 
karena nilai efektivitas lebih dari 100%. Pada tahun 2015 nilai rasio 
efektivitas kurang dari 100% tetapi masih masuk pada kategori efektif. Hal 
ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mampu 
menjalankan tugas pemerintahannya secara efektif dalam upaya 
merealisasikan program dan tujuan yang diharapkan. 
3. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa 
tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Pemerintah 
Pusat berada pada kategori delegatif, yakni tidak ada campur tangan atau 
bantuan Pemerintah Pusat, hal ini dikarenakan nilai rata-rata kemandirian 
keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 
sebesar 166,23%. Masyarakat Kota Surabaya sangat antusias dalam 
berpartisipasi membayar pajak dan retribusi. Sehingga dengan dukungan 
tersebut Kota Surabaya mampu membiayai segala kebutuhan daerah tanpa 
bantuan atau pinjaman dari Pemerintah Pusat. 
B. Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Kota Surabaya, jika dilihat dari tingkat efektivitas dan 
 



































kemandirian keuangan daerah sudah baik sehingga perlu dipertahankan 
selain itu untuk belanja modal agar ditingkatkan lagi dari belanja operasi, 
agar pembangunan di Kota Surabaya berjalan lancar dan dirasakan secara 
menyeluruh oleh masayrakat Kota Surabaya. Jika dilihat dari tingkat 
efisiensi Pemerintah Kota Surabaya harus lebih memperhatikan baik saat 
perencanaan maupun pengendalian pada realisasi anggaran belanja. 
2. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang 
sama diharapkan lebih memperdalam lagi dalam menelaah serta dapat 
menambahkan rasio lainnya, sehingga dapat menunjang hasil penelitian 
yang baik. 
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